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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi 

Sulawesi Selatan adalah rencana strategik yang berorientasi pada 

hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 

(lima) tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, 

Program dan Kegiatan BPKD Provinsi Sulawesi Selatan yang disusun 

sesuai tugas, wewenang & fungsi BPKD Provinsi Sulawesi Selatan 

serta berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2018 – 2023 dan merupakan dokumen publik yang mempunyai peran 

strategis untuk menjabarkan secara operasional visi dan misi 

Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018 - 2023. 

Fungsi Renstra BPKD dalam penyelenggaraan pembangunan 

daerah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan dokumen yang 

menjabarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 

yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai 

pemangku kepentingan. Renstra BPKD berfungsi sebagai dokumen 

rujukan yang menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan Provinsi 

Sulawesi Tahun 2018 – 2023. Renstra BPKD juga berfungsi sebagai 

dokumen rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKD 

setiap tahun, yang dengan demikian diharapkan sasaran dan tujuan 

pembangunan di dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2018 – 2023 dapat dicapai secara bertahap setiap tahun.  

Proses penyusunan Renstra BPKD dilakukan dengan 

melakukan orientasi mengenai Renstra BPKD yang mencakup 

peraturan perundang-undangan, panduan atau pedoman teknis 

penyusunan Renstra SKPD dan penyusunan anggaran. Dokumen 

rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra BPKD adalah 

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 yang 

menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai 

oleh BPKD selama lima tahun, baik untuk mendukung visi dan misi 
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Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan maupun untuk memperbaiki 

kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi BPKD.  

Keterkaitan Renstra BPKD dengan RPJMD Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2018 – 2023 dilakukan setelah BPKD menerima Surat 

Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan perihal penyusunan 

rancangan Renstra SKPD adalah: 

1. Mempelajari Surat Edaran Gubernur perihal penyusunan 

rancangan Renstra SKPD beserta lampirannya yaitu RPJMD 

Provinsi Sulawesi Selatan yang memuat indikator keluaran 

program dan pagu BPKD; 

2. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah BPKD guna 

mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi 

tugas dan fungsi BPKD; 

3. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, 

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, 

termasuk lokasi kegiatan berdasarkan rencana program prioritas 

RPJMD; dan 

4. Perumusan indikator kinerja BPKD yang mengacu pada tujuan dan 

sasaran dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 

2023; dan 

5. Hasil evaluasi terhadap Renstra BPKD periode sebelumnya 

merupakan informasi utama bagi penyusunan Renstra BPKD 

periode 2018 - 2023. 

 

1.2 Landasan Hukum 

Dasar hukum penyusunan renstra BPKD, adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Pembangunan Daerah; 

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7); 

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 

2016, Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan 

Daerah;  

8. Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita 
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Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 98) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 

107 Tahun 2017  

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Dalam rangka menunjang terwujudnya Visi, Misi, Tujuan dan 

Sasaran pembangunan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023, penyusunan Renstra BPKD 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 dimaksudkan untuk 

menyiapkan dokumen perencanaan jangka menengah BPKD yang 

akuntabel dan transparan selama kurun waktu 5 (lima) tahun 

perencanaan. Dengan demikian Renstra BPKD merupakan salah satu 

’guideline’ dalam menyusun arah kebijakan dan program prioritas yang 

akan dilaksanakan setiap tahun, yang selanjutnya akan dimuat dalam 

APBD Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2018 – 2023. 

Tujuan penyusunan Renstra BPKD tahun 2018 - 2023 adalah: 

1. Terjabarkannya visi dan misi Kepala Daerah menjadi tujuan dan 

sasaran, strategi dan kebijakan dari Perangkat Daerah, dalam 

bentuk perumusan program kegiatan serta indicator dan target 

kinerja Badan Pengelolaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

selama periode 5 tahun ke depan; 

2. sebagai bentuk kesinambungan dokumen perencanaan dalam hal 

pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD selaku Pengelola Keuangan 

Daerah dalam jangka waktu lima tahun sampai dengan 2023; 

3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 

Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan. 
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4. Sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau 

kegagalan yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKj. IP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Renstra BPKD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 – 2023, 

disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN, Menjelaskan Tentang Latar Belakang 

Penyusunan Renstra, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta 

Sistematika Penulisan Renstra BPKD Tahun 2018 - 2023 

 

BAB II  GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, 

Menjelaskan Tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja 

Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang 

Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 

 

BAB III  PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH, Menjelaskan Tentang Identifikasi 

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat 

Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata 

Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Serta 

Penentuan Isu-Isu Strategis  

 

BAB IV  TUJUAN DAN SASARAN, Menjelaskan Tentang Tujuan 

dan Sasaran Jangka Menengah BPKD Prov. SulSel Tahun 2018 - 

2023 

 

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, menjelaskan 

Strategi dan Arah Kebijakan BPKD Prov. SulSel Tahun 2018 - 2023 
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BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA 

PENDANAANNYA, Menjelaskan Tentang Rencana Program dan 

Kegiatan, Indikator Kinerja , Kelompok Sasaran Serta Pendanaan 

Indikatif pada BPKD Prov. SulSel Tahun 2018 - 2023 

 

BAB VII  KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, 

Menjelaskan Tentang Indikator Kinerja BPKD Prov. SulSel yang akan 

dicapai dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian 

Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. SulSel Tahun 2018 – 2023  

 

BAB VIII  PENUTUP, berisi ringkasan renstra serta langkah-

langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan 

Renstra BPKD Provinsi SulSel Tahun 2018-2023 
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BAB  II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat 

Daerah 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 

Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Gubernur Sulawesi 

Selatan Nomor 107 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan terdiri dari; 1 (satu) kepala badan, 1 (satu) sekretaris, 

4 (empat) kepala bidang, 3 (tiga) kepala sub bagian, dan 12 (dua 

belas) kepala sub bidang. Secara lengkap, struktur organisasi pada 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Tugas Pokok Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

adalah membantu Gubernur menyelenggarakan fungsi 

penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yang menjadi 

kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki fungsi: 

a. penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang Bidang 

Keuangan; 

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang 

Keuangan; 

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Keuangan; 
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d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Bidang 

Keuangan; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Secara rinci, uraian tugas dari Kepala Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah meliputi : 

a. menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas  dalam lingkungan Badan untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang 

keuangan yang meliputi anggaran, perbendaharaan, 

akuntansi serta pembinaan dan evaluasiAPBD 

Kabupaten/Kota; 

g. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis 

fungsi penunjang bidang keuangan yang meliputi anggaran, 

perbendaharaan, akuntansi serta pembinaan dan evaluasi 

APBD Kabupaten/Kota; 

h. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum fungsi 

penunjang di bidang keuangan;  

i. menyelenggarakan perencanaan kebijakan program, 

kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian 

dalam lingkungan Badan; 

j. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan 

Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pengelolaan 

Anggaran (DPA), Rencana Kerja Anggaran Perubahan 

(RKAP), Dokumen Pengelolaan Perubahan Anggaran – 

Perangkat Daerah (DPPA-PD); 
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k. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penandatanganan 

Surat Perintah Membayar (SPM); 

l. menyelenggarakan pengelolaan utang dan piutang yang 

menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan 

Daerah; 

m. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan 

barang milik daerah/kekayaan daerah; 

n. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan dan 

penyampaian laporan serta mengawasi pelaksanaan 

anggaran; 

o. menyelenggarakan tugas sebagai pengguna anggaran; 

p. menyelenggarakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan 

pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 

q. mengoordinasikan dan menyelenggarakan layanan informasi 

keuangan daerah; 

r. menyelenggarakan penetapan pembagian wilayah kerja pada 

Bidang dalam lingkup Badan; 

s. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan 

rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan 

rancangan perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah; 

t. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pelaksanaan 

fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); 

u. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan 

laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

v. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan 

administrasi pengelolaan keuangan daerah dalam 

hubungannya dengan masyarakat; 

w. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan 

penanganan tindak lanjut dan tuntutan ganti rugi; 

x. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan 

kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan 

dan belanja daerah; 



RENCANA STRATEGIS BPKD SULSEL 

TAHUN 2018-2023 

 

 
 10 

 
 

 

y. menyelenggarakan pengesahan Dokumen Pengelolaan 

Anggaran– Perangkat Daerah (DPA-PD)/Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah (PPKD) dan Dokumen Perubahan 

Pengelolaan Anggaran–Perangkat Daerah (DPPA-PD)/ 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam 

lingkungan pemerintah Daerah; 

z. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD); 

aa. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemberian 

petunjuk teknis pelaksanaan pengeluaraan Kas Daerah; 

bb. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penerimaan, 

penyimpanan dan pengeluaran Kas Daerah; 

cc. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penetapan Surat 

Penyediaan Dana (SPD); 

dd. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pelaksanaan 

pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah 

Daerah; 

ee. menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan 

keuangan daerah; 

ff. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penyiapan 

anggaran Kas Daerah; 

gg. menyelenggarakan penerbitan Surat Perintah Pencairan 

Dana (SP2D) mengoordinasikan dan melaksanakan bahan 

penyusunan APBD dan Perubahan APBD; 

hh. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan penerimaan 

dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan Lainnya 

yang ditunjuk; 

ii. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pengusahaan dan 

pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 

jj. menyelenggarakan pelaksanaan penempatan uang daerah 

dan mengelola atau menatausahakan investasi daerah; 
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kk. menyelenggarakan pelaksanaan pembayaran berdasarkan 

permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening 

Kas Umum Daerah; 

ll. menyelenggarakan pemberian pinjaman atas nama 

pemerintah Daerah; 

mm. menyelenggarakan pemberian bantuan atas nama 

pemerintah Daerah; 

nn. menyelenggarakan pengelolaan utang dan piutang daerah; 

oo. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penagihan 

piutang daerah; 

pp. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pengusulan 

penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, 

Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, 

Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu, 

Bendahara Pengeluaraan Pembantu dan Pemegang Kas, 

apabila pejabat yang bersangkutan berhalangan; 

qq. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan 

evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan; 

rr. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan 

evaluasi penyusunan pertanggungjawaban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota 

se–Sulawesi Selatan; 

ss. menyelenggarakan  pelaksanaan  revisi  anggaran 

kas/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/ 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat 

Daerah/ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); 

tt. menyelenggarakan  perencanaan,  penganggaran,  

pelaksanaan penatausahaan, monitoring dan evaluasi  

Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Hutang, Belanja Hibah, 

Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kab/Kota, 

Pendidikan dan Kesehatan Gratis, Belanja Bantuan 

Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bantuan 

Keuangan kepada Pemerintah Desa serta Bantuan 
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Keuangan kepada Partai Politik, Belanja Tidak Terduga, 

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan  dan 

Belanja lainnya atas nama pemerintah Daerah; 

uu. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan 

lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka 

penyelenggaraan fungsi penunjang Bidang Keuangan;  

vv. menilai  hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara dalam 

lingkungan Badan; 

ww. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan 

dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan perumusan kebijakan; dan 

xx. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

2. Sekretaris 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas 

pokok mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis 

dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan 

serta penyusunan program dalam lingkungan Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, 

Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan; 

b. pengelolaan urusan umum danadministrasi kepegawaian; 

c. pengorganisasian program dan kegiatan serta pengolahan 

data keuangan dan penyajian data; 

d. pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana; 

e. pembinaan administrasi penyusunan program penelitian, 

pengkajian, dan pengembangan jangka menengah dan 

tahunan; 

f. pengoordinasian administrasi pengelolaan keuangan; dan 

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 
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Secara rinci, uraian tugas dari Kepala Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah meliputi : 

a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan 

lancar; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas 

yang telah dan belum dilaksanakan; 

d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta 

menyiapkan bahan penyusunan program Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

g. mengoordinasikan perencanaan dan perumusan kebijakan 

teknis di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

h. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga terwujud 

sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; 

i. mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi 

penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

j. mengoordinasikan dan melaksanakan pengolahan dan 

penyajian data dan informasi; 

k. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan 

ketatausahaan; 

l. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan 

administrasi umum dan kepegawaian; 

m. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan 

administrasi keuangan; 
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n. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan organisasi 

dan tatalaksana dalam lingkungan Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

o. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

p. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan; 

q. mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi 

pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan 

barang; 

r. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan 

RKA/DPA/DPPA SKPD dalam lingkup Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

s. mengoordinasikan data administrasi pengelolaan keuangan 

pada bidang dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan 

Darah;  

t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan 

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan perumusan kebijakan; dan 

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

 

3. Kepala Bidang Anggaran 

Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang 

mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam 

mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan 

teknis fungsi penunjang keuangan bidang anggaran meliputi 

perencanaan anggaran daerah I dan perencanaan anggaran 

daerah II serta dukungan teknis perencanaan anggaran daerah.  

Untuk melaksaksanakan tugasnya tersebut, Kepala Bidang 

Anggaran mempunyai fungsi antara lain: 

a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan 

Bidang Anggaran; 
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b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan 

Bidang Anggaran; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang 

keuangan Bidang Anggaran; 

d. pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan Bidang 

Anggaran; 

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 

 

Secara rinci, uraian tugas dari Kepala Bidang Anggaran 

meliputi : 

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Anggaran sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas dalam lingkungan Bidang Anggaran untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. menyiapkan bahan dan merencanakan kebijakan teknis 

fungsi penunjang keuangan Bidang Anggaran yang meliputi 

perencanaan anggaran daerah dan dukungan teknis 

anggaran daerah; 

g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi 

penunjang keuangan Bidang Anggaran yang meliputi 

perencanaan anggaran daerah dan dukungan teknis 

anggaran daerah; 

h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis 

fungsi penunjang keuangan Bidang Anggaran meliputi 

Perencanaan Anggaran Daerah I,  Perencanaan Anggaran 

Daerah II, dan Dukungan Teknis Perencanaan Anggaran 

Daerah; 
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i. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan 

kebijakan di bidang penyusunan dan penganggaran 

keuangan daerah; 

j. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan standar, 

norma, pedoman, kriteria, dan prosedur penyusunan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah; 

k. mengoordinasikan dan melaksanakan bimbingan teknis dan 

supervisi di bidang pembinaan keuangan daerah kepada 

Perangkat Daerah; 

l. mengoordinasikan dan melaksanakan bahan penyusunan 

APBD dan Perubahan APBD; 

m. mengoordinasikan dan melaksanakan verifikasi rancangan 

Dokumen Pengelolaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA – 

PD), Rancangan Dokumen Pengelolaan Anggaran Satuan 

Kerja Pengelola Keuangan Perangkat Daerah (DPA – 

SKPKD), dan rancangan Perubahan Dokumen Pengelolaan 

Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Perangkat 

Daerah (DPA – SKPKD); 

n. mengoordinasikan dan melaksanakan pengolahan data 

perencanaan anggaran daerah; 

o. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan 

perimbangan keuangan; 

p. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaa Badan 

Layanan Umum Daerah; 

q. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi 

kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang 

Anggaran yang meliputi perencanaan anggaran daerah dan 

dukungan teknis anggaran daerah; 

r. menyusun  Rencana  Kerja  Anggaran  Perangkat  Daerah  

(RKA-PD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), 

Dokumen Pengelolaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-

PD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat 
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Daerah (DPPA-PD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

(PPKD); 

s. melaksanakan   pengesahan   Dokumen   Pengelolaan   

Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD), Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah (PPKD) dan Dokumen Pelaksanaan 

Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD), Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); 

t. mengoordinasikan    dan    memfasilitasi     pelaksanaan    

revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah, 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat 

Daerah, dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 

(SKPKD); 

u. mengoordinasikan  dan  melaksanakan  perencanaan  dan 

penganggaran Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja 

Hibah, Belanja Bantuan Sosial,  Belanja Tak Terduga, 

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi, Kabupaten dan 

Kota, Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa,  Belanja 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik,   Belanja Bagi Hasil 

Kab/Kota dan Belanja lainnya atas nama Pemerintah Daerah; 

v. mengoordinasikan   dan   melaksanakan   penatausahaan  

administrasi Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja 

Tak Terduga serta Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 

dan Belanja lainnya atas nama Pemerintah Daerah; 

w. mengoordinasikan     dan      melaksanakan     monitoring    

dan evaluasi Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja 

Tak terduga serta Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, 

dan Belanja lainnya atas nama Pemerintah Daerah; 

x. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan 

tugas dan fungsi; 

y. menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai 

ketentuan peraturan perundang – undangan; 
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z. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang 

Anggaran serta memberikan saran pertimbangan kepada 

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

aa. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

4. Kepala Bidang Perbendaharaan 

Bidang Pembendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang 

mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam 

mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan 

teknis perbendaharaan. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang 

Perbendaharaan mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan 

Bidang Perbendaharaan; 

b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan 

Bidang Perbendaharaan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang 

keuangan Bidang Perbendaharaan; 

d. pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan Bidang 

Perbendaharaan; dan 

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 

Secara rinci, uraian tugas dari Kepala Bidang 

Perbendaharaan meliputi : 

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perbendaharaan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas dalam lingkungan Bidang Perbendaharaan untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
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f. menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang 

Perbendaharaan; 

g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis 

Bidang Perbendaharaan; 

h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis 

Bidang Perbendaharaan; 

i. melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dalam 

rangka pelaksanaan fungsi kuasa Bendahara Umum Daerah; 

j. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan  

keputusan penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna 

Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan 

Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara 

Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah; 

k. melaksanakan asistensi atas usulan Anggaran Kas dari 

Perangkat Daerah; 

l. mengoordinasikan alokasi anggaran kas dengan Perangkat 

Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan daerah; 

m. menyiapkan dan merumuskan penetapan anggaran kas;  

n. menyiapkan dan merumuskan penetapan Surat Penyediaan 

Dana Perangkat Daerah; 

o. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penerimaan dan 

pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Dan Daerah 

(APBD) dengan instansi terkait; 

p. melaksanakan pengendalian alokasi dana yang diperlukan 

dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Dan 

Daerah  (APBD); 

q. melaksanakan penyimpanan uang daerah; 

r. menatausahakan investasi daerah; 

s. melaksanakan pembayaran atas permintaan pejabat 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

berdasarkan Surat Perintah Membayar atas beban rekening 

kas umum daerah; 

t. menyiapkan bahan pelaksanaan pembayaran pinjaman 

pemerintah Daerah; 
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u. melaksanakan penatausahaan pengelolaan hutang dan 

piutang daerah; 

v. melaksanakan penagihan piutang daerah; 

w. melaksanakan Penatausahaan Penerbitan Surat Perintah 

Pencairan Dana; 

x. melaksanakan Penatausahaan Kas Daerah; 

y. melaksanakan   penatausahaan administrasi  belanja bunga, 

subsidi, dan pengeluaran pembiayaan serta belanja lainnya; 

z. mengoordinasikan dan melakukan revisi anggaran kas; 

aa. mengoordinasikan dan melaksanakan pembayaran Belanja 

Tidak Langsung meliputi  Belanja Pegawai, Belanja Bunga, 

Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, 

Belanja Tak Terduga, Belanja Bantuan Keuangan kepada 

Pemerintah Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan 

kepada Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan 

kepada Partai Politik,  Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota, 

dan Belanja lainnya atas nama Pemerintah Daerah; 

bb. mengoordinasikan  dan  melaksanakan  pembayaran  

Belanja Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang 

dan Jasa dan Belanja Modal dan Belanja lainnya atas nama 

pemerintah Daerah; 

melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Belanja  

Perangkat Daerah; 

cc. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi 

kebijakan teknis Bidang Perbendaharaan; 

dd. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan 

tugas dan fungsi; 

ee. menilai hasil kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai 

ketentuan Peraturan Perundang – undangan; 

ff. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang 

Perbendaharaan serta memberikan saran pertimbangan 

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 
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gg. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

5. Kepala Bidang Akuntansi 

Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang yang 

mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam 

mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan 

teknis Bidang Akuntansi  

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang 

Akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan 

Bidang Akuntansi; 

b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan 

Bidang Akuntansi; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang 

keuangan Bidang Akuntansi; 

d. pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan Bidang 

Akuntansi; dan 

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 

 

Secara rinci, uraian tugas dari Kepala Bidang Akuntansi 

meliputi : 

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Akuntansi sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas dalam lingkungan Bidang Akuntansi untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis fungsi 

penunjang keuangan Bidang Akuntansi yang meliputi 
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verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban, penanganan 

tindak lanjut dan tuntutan ganti rugi; 

g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi 

penunjang keuangan Bidang Akuntansi yang meliputi 

verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban, penanganan 

tindak lanjut dan tuntutan ganti rugi; 

h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis 

fungsi penunjang keuangan Bidang Akuntansi yang meliputi 

verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban, penanganan 

tindak lanjut dan tuntutan ganti rugi; 

i. mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan kebijakan 

tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan 

keuangan daerah Provinsi; 

j. melaksanakan kebijakan tentang sistem dan prosedur 

akuntansi pengelolaan keuangan daerah Provinsi; 

k. melaksanakan verifikasi laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

l. mengoordinaskan dan melaksanakan pembinaan serta 

verifikasi Belanja Bunga, Subsidi, Hutang, Hibah, Bantuan 

Sosial,      Bagi Hasil Kabupaten/Kota, kesehatan gratis, 

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi, Kabupaten/Kota 

dan Pemerintah Desa, Belanja Tidak Terduga, Penerimaan 

Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan; 

m. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

n. melaksanakan monitoring, dan evaluasi pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD; 

o. melaksanakan sosialisasi, workshop dan bimbingan teknis 

bidang akuntansi; 

p. mengoordinasikan dan menghimpun bahan dalam rangka 

penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD; 

q. menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 
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r. mengoordinasikan dan menyusun laporan Keuangan Belanja 

Bunga, Subsidi, Hutang, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil 

Kabupaten/Kota, kesehatan gratis, Belanja Bantuan 

Keuangan kepada Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah 

Desa, Belanja Tidak Terduga, Penerimaan Pembiayaan dan 

Pengeluaran Pembiayaan; 

s. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang 

berkaitan dengan verifikasi dan pelaporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

t. melaksanakan tugas penanganan tindak lanjut atas temuan 

aparat pengawas internal dan eksternal serta melaksanakan 

Tuntutan Ganti Rugi (TGR); 

u. mengoordinasikan  dan   melaksanakan  pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan pada pelaksanaan, penatausahaan, 

akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan 

daerah; 

v. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi 

kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang 

Akuntansi yang meliputi verifikasi, pelaporan dan 

pertanggungjawaban, penanganan tindak lanjut dan tuntutan 

ganti rugi; 

w. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan 

tugas dan fungsi; 

x. menilai hasil kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai 

ketentuan peraturan perundang–undangan; 

y. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang 

Akuntansi serta memberikan saran pertimbangan kepada 

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 
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6. Kepala Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kab/Kota 

Bidang Pembinaan Dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota 

dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu 

Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan 

melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan evaluasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.  

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang 

Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota  mempunyai 

fungsi sebagai berikut : 

a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan 

Bidang Pembinaan Dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota; 

b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan 

Bidang Pembinaan Dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang 

keuangan Bidang Pembinaan Dan Evaluasi APBD 

Kabupaten/Kota; 

d. pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan Bidang 

Pembinaan Dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota; dan 

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 

 

Secara rinci, uraian tugas dari Kepala Bidang Pembinaan 

dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota meliputi : 

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pembinaan dan Evaluasi 

APBD Kabupaten/Kota sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas dalam lingkungan Bidang Pembinaan dan Evaluasi 

APBD Kabupaten/Kota untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
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f. menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis fungsi 

penunjang keuangan Bidang Pembinaan Dan Evaluasi APBD 

Kabupaten/Kota; 

g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi 

penunjang keuangan Bidang Pembinaan Dan Evaluasi APBD 

Kabupaten/Kota; 

h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis 

fungsi penunjang keuangan Bidang Pembinaan Dan Evaluasi 

APBD Kabupaten/Kota; 

i. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan laporan 

hasil Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota; 

j. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan terhadap 

pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota; 

k. melaksanakan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang 

APBD/APBDP dan laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota beserta lampiran dan 

dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

l. melaksanakan penyusunan naskah Keputusan Gubernur 

tentang hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang 

APBD/APBDP dan laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota; 

m. melaksanakan monitoring hasil evaluasi atas rancangan 

peraturan daerah tentang APBD/APBDP dan laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota; 

n. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis yang 

berkaitan dengan pembinaan dan evaluasi APBD 

Kabupaten/Kota; 

o. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan naskah 

Keputusan Gubernur tentang penyaluran bantuan keuangan 

Kabupaten/Kota dan pemerintah desa, belanja bagi hasil 

Kabupaten/Kota; 
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p. mengoordinasikan   dan   melaksanakan    pemantauan,    

evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan keuangan daerah 

Pemerintah Kabupaten/Kota; 

q. melaksanakan   penyiapan    bahan    penyusunan    

kebijakan  dan penatausahaan administrasi belanja bagi hasil 

pajak daerah, kesehatan gratis dan Bantuan Keuangan 

kepada Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan kepada 

Pemerintah Desa; 

r. melaksanakan   monitoring   dan  evaluasi   penyaluran   

bantuan keuangan kabupaten/kota dan pemerintah desa, 

belanja bagi hasil kabupaten/kota, serta kesehatan gratis; 

s. mengoordinasikan   dan   melaksanakan   fasilitasi    

pelaksanaan penatausahaan, akuntansi, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban pembinaan keuangan daerah 

pemerintah Kabupaten/Kota; 

t. mengoordinasikan dan  melaksanakan  evaluasi rancangan 

peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten/Kota; 

u. mengoordinasikan dan melaksanakan pengesahan 

rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kabupaten/Kota; 

v. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi 

kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang 

Pembinaan Dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota; 

w. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan 

tugas dan fungsi; 

x. menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai 

ketentuan peraturan perundang–undangan; 

y. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang 

Pembinaan Dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota serta 
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memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan perumusan kebijakan; dan 

z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 
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2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

Keberhasilan suatu organisasi  dalam menjalankan  tugas 

pokok dan fungsinya  sangat ditentukan  oleh adanya sumber daya 

manusia  yakni sumber daya aparatur yang berkualitas sebagai 

penggerak roda organisasi yang berpengaruh langsung  terhadap 

lingkungan  strategis organisasi. 

Berdasarkan data kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan 

pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

per 31 Desember 2018, jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 108 

orang, terdiri atas 1 (satu) orang Kepala Badan, 1 (satu) orang 

Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 15 (lima belas) orang 

Kepala Sub Bidang dan 87 (delapan puluh tujuh) orang staf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan jenjang jabatan struktural di lingkungan Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Prov. SulSel Eselon II.A, yaitu 

sebanyak 1 orang, Sedangkan jumlah pegawai yang menduduki 

jenjang jabatan Eselon III.A  sebanyak 5 orang,. Pegawai yang 

berstatus Eselon IV.A sebanyak 15 orang. 
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Jika pegawai dikategorikan menurut Golongan Kepangkatan, 

maka akan terlihat bahwa dari 108 pegawai yang ada, sebagian besar 

berada pada strata kepangkatan Golongan III, yaitu sebanyak 77 

orang. Sementara, jumlah pegawai yang berada pada strata 

kepangkatan Golongan IV sebanyak 15 orang, dan 16 orang Golongan 

II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai negeri sipil pada 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 

terdiri atas 38 orang pendidikan S2, 45 orang pendidikan S1, 4 orang 

Pendidikan D3 dan 21 orang pendidikan SLTA. 
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kantor di Kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. 

Gedung Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terletak di Jalan 

Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar yang ditempati oleh 

Kepala Badan selaku Bendahara Umum Daerah, Sekretaris, Bidang 

Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bidang 

Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota, Adapun Kas Daerah 

berlokasi di Jalan Dr. Ratulangi (Gedung PT Bank Sulsel) Makassar. 

Secara umum, dapat dijelaskan bahwa terdapat 15 ruangan yang 

digunakan pada BPKD Prov. SulSel Yaitu 

Nomor 

Ruangan 

Nama Ruangan Lokasi Ruangan Kondisi Ruangan 

01 Ruang Kepala BPKD Lantai 2 Baik 

02 Ruang Sekretariat ( Sekretaris ) Lantai 3 Baik 

03 Ruang Sub Bagian Umum Lantai 4 Baik 

04 Ruang Sub Bagian Program Lantai 3 Baik 

05 Ruang Sub Bagian Keuangan Lantai 3 Baik 

06 Ruang Bidang Anggaran Lantai 2 Baik 

07 Ruang Bidang Pembiayaan Lantai 1 Baik 

08 Ruang Bidang Akuntansi Lantai 3 Baik 

09 Ruang Bidang Evaluasi Lantai 4 Baik 

10 Ruang UPTD ( Kasda ) Bank SulSel Baik 

11 Ruang Sekretariat Lantai 2 Baik 

12 Ruang Rapat Lantai 2 Lantai 2 Baik 

13 Ruang Rapat Lantai 4 Lantai 4 Baik 

14 Ruang Arsip Lantai 4 Baik 

15 Ruang Server Akrual Lantai 4 Baik 

 

Kinerja yang baik selalu didukung dengan adanya sarana dan 

prasarana yang baik. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah secara 

rutin tiap tahun mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan dan 

penggantian sarana dan prasarana kerja yang digunakan, sehingga 

tidak mengganggu pelaksanaan TUPOKSI masing-masing staf.   

Hingga 30 Juni 2018, posisi aset  BPKD Prov. SulSel adalah sebagai 

berikut : 
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KODE JENIS BARANG 

KEADAAN PER 30 JUNI 2018 

JUMLAH 
HARGA 
(ribuan) 

1 2 3 4 

  
BADAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH 

1,847  19,533,512,696.53  

02 PERALATAN DAN MESIN 1,826  16,814,892,150.74  

02.03 ALAT-ALAT ANGKUTAN 61  4,793,799,200.00  

02.03.01.001 
Kendaraan Dinas Bermotor 
Perorangan 

13  3,912,214,900.00  

02.03.01.005 
Kendaraan Bermotor Beroda 
Dua 

48  881,584,300.00  

02.06 
ALAT KANTOR DAN RUMAH 
TANGGA 

1,701  11,369,005,450.74  

02.06.01.001 Mesin Ketik 23  87,250,000.00  

02.06.01.002 Mesin Hitung/Jumlah 38  156,800,000.00  

02.06.01.003 Alat Reproduksi (Pengganda) 6  835,960,010.00  

02.06.01.004 
Alat Penyimpanan 
Perlengkapan Kantor 

48  357,505,000.00  

02.06.01.005 Alat Kantor Lainnya 44  147,545,000.00  

06.02.001 Meubilair 185  966,295,660.00  

02.06.02.002 Alat Pengukur Waktu 11  10,459,900.00  

02.06.02.003 Alat Pembersih 2  17,875,000.00  

02.06.02.004 Alat Pendingin 76  591,735,000.00  

02.06.02.005 Alat Dapur 9  38,224,700.00  

02.06.02.006 
Alat Rumah Tangga Lainnya 
(Home Use) 

48  261,830,000.00  

02.06.03.001 Server Komputer 3  154,515,000.00  

02.06.03.002 Personal Komputer 232  4,094,006,370.00  

02.06.03.004 Peralatan Mini Komputer 190  808,062,596.00  

02.06.03.005 Peralatan Personal Komputer 67  143,070,000.00  

02.06.03.006 Perlatan Jaringan 6  456,900,000.00  
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02.06.04.001 Meja Kerja Pejabat 170  488,850,000.00  

02.06.04.002 Meja Rapat Pejabat 9  108,100,000.00  

02.06.04.003 Kursi Kerja Pejabat 255  584,085,011.00  

02.06.04.004 Kursi Rapat Pejabat 127  205,138,700.00  

02.06.04.005 
Kursi Hadap Depan Meja Kerja 
Pejabat 

99  107,453,000.00  

02.06.04.006 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 12  32,093,400.00  

02.06.04.007 Lemari dan Arsip Pejabat 41  715,251,103.74  

02.07 
ALAT STUDIO DAN ALAT 
KOMUNIKASI 

31  502,127,500.00  

02.07.01.001 Peralatan Studio Visual 16  337,632,500.00  

02.07.01.002 
Peralatan Studio Video dan 
Film 

1  12,120,000.00  

02.07.02.001 Alat Komunikasi Telephone 8  129,900,000.00  

02.07.02.006 Alat Komunikasi Sosial 6  22,475,000.00  

02.10 
ALAT-ALAT 
PERSENJATAAN/KEAMANAN 

33  149,960,000.00  

02.10.05.001 Alat Bantu Kemanan 33  149,960,000.00  

03 GEDUNG DAN BANGUNAN 5  2,674,896,045.79  

03.11 BANGUNAN GEDUNG 5  2,674,896,045.79  

03.11.01.001 Bangunan Gedung Kantor 5  2,674,896,045.79  

04 
JALAN, IRIGASI DAN 
JARINGAN 

1  36,000,000.00  

04.15 INSTALASI 1  36,000,000.00  

04.15.06.002 Instalasi Gardu Listrik Distribusi 1  36,000,000.00  

05 ASET TETAP LAINNYA 15  7,724,500.00  

05.17 BUKU DAN PERPUSTAKAAN 14  3,224,500.00  

05.17.01.001 Umum 14  3,224,500.00  

05.18 
BARANG BERCORAK 
KEBUDAYAAN 

1  4,500,000.00  

05.18.01.008 Barang Kerajinan 1  4,500,000.00  
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2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan 

Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, diuraikan sebagai 

berikut : 

a. Layanan internal SKPD, dalam bentuk penyelenggaraan 

program : 

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. Selama 5 tahun terakhir 

2013 - 2018, program ini telah berjalan dengan baik dalam 

menyediakan layanan administrasi perkantoran yang dibutuhkan, 

khususnya dalam hal pengelolaan persuratan dan penyediaan 

jasa peralatan dan perlengkapan kantor. 

2. Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD. Selama 5 tahun 

terakhir 2013 - 2018, program ini telah berjalan dengan baik 

dalam menyediakan Pengadaan Sarana Perkantoran, 

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Pengadaan Pakaian Dinas 

bagi ASN, Pendidikan dan Pelatihan Formal, Penyusunan 

Laporan Keuangan, Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan 

Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Barang dan 

Jasa serta Penyelenggaraan Pameran Pembangunan. 

Berdasarkan program ini diharapkan agar telah tersedia sarana 

dan prasarana yang memadai bagi setiap PNS dilingkup Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah sampai tahun 2018 serta 

Peningkatan disiplin Aparatur dalam hal berpakaian dan 

Peningkatan kapasitas  dengan mengikuti sosialisasi/pelatihan 

teknis yang terkait dengan perencanaan anggaran, pelaksanaan 

anggaran, pelaporan dan pertanggung jawaban anggaran serta 

pendidikan dan pelatihan terkait kepegawaian PNS dilingkup 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan. Demikian pula dalam hal administrasi keuangan, 

kepegawaian serta barang dan jasa dilakukan sesuai dengan 

prosedur dan mekanisme yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 
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3. Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem 

Evaluasi Kinerja. Program ini merupakan program yang dikaitkan 

dengan Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program, 

Koordinasi dan Monitoring Kinerja serta Evaluasi dan Pelaporan 

Kinerja. 

 

b. Layanan Lintas SKPD, dituangkan dalam bentuk program : 

1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

SKPD. Program ini terkait dengan kegiatan antara lain : 

a. Bidang Anggaran yakni Kegiatan Penyusunan APBD, 

Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Simakda, 

Pengelolaan Surat Penyediaan Dana SKPD, Penyusunan 

Regulasi Keuangan Daerah dengan menyediakan 

Regulasi tentang Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Monitoring dan Evaluasi Sinkronisasi Perencanaan dan 

Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan 

Pelaporan Hibah dan Bantuan Social serta Pelatihan dan 

Pembelajaran Perencanaan dan Penganggaran Keuangan 

Daerah dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 

terkait Perencanaan dan Penganggaran Keuangan 

Daerah. 

b. Bidang Perbendaharaan yakni Kegiatan Pengelolaan 

Surat Pencairan Dana SKPD, Koordinasi dan pembinaan 

Bendahara Pengeluaran SKPD, Pengelolaan Administrasi 

Penggajian PNS, Pelaksanaan Administrasi Kuasa 

Bendahara Umum Daerah dan Koordinasi Penatausahaan 

Pinjaman dan Dana Transfer serta melakukan sosialisasi 

peraturan perundang-undangan terkait Penatausahaan 

Keuangan Daerah. 

c. Bidang Akuntansi yakni Kegiatan Pembinaan dan 

Pengelolaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

APBD, Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuda 

dan System Informasi Keuangan dan Penetapan Majelis 
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dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian 

Kerugian Daerah serta Sosialisasi Peraturan perundang-

undangan terkait Bidang Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan Daerah. 

 

c. Kewilayahan, dituangkan dalam bentuk program :  

1. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten/kota. Adapun Kegiatan yang terkait dengan program 

ini adalah kegiatan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota, Bimbingan 

dan Monitoring Pengelolaan APBD Kabupaten/Kota, 

Penatausahaan Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Kab/Kota dan 

Bantuan Desa, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan 

Kab/Kota dan Bantuan Desa dan Penyusunan Profil 

Kabupaten/Kota serta  Sosialisasi dan Bimtek Peraturan 

perundang-undangan terkait Bidang Evaluasi APBD Kab/Kota.   

 

Gambaran capaian kinerja pelayanan pada Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah Tahun 2013 – 2018, beserta anggaran dan 

realisasinya dapat dilihat pada lampiran tabel 2.1 dan tabel 2.2 

berikut ini : 
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TABEL 2.1 
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

TAHUN 2013-2018  

NO 

INDIKATOR KINERJA 

SESUAI TUGAS DAN 

FUNGSI PERANGKAT 

DAERAH 

RUMUS PERHITUNGAN SATUAN 
TARGET 

NSPK 

TARGET 

IKK 

TARGET 

INDIKATOR 

LAINNYA 

TARGET RENSTRA 

PERANGKAT DAERAH 

TAHUN 

REALISASI CAPAIAN TAHUN 
RASIO CAPAIAN PADA 

TAHUN  

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 

Tersedianya Dokumen 

Renstra/Renstra-P dan 

Renja/Renja-P SKPD  

Jumlah Dokumen Yang 

Tersedia 
Dokumen       3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100% 100% 100% 100% 100% 

2 
Tersedianya  Dokumen 

RKA/DPA/RKAP/DPPA SKPD 

Jumlah Dokumen Yang 

Tersedia 
Dokumen       4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 100% 100% 100% 100% 
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3 
Tersusunnya Laporan Kinerja 

SKPD Dengan Tepat Waktu 

% Ketepatan Waktu  

Penyerahan LKj Ke Biro 

Organisasi ( 100%: Tepat 

Waktu  Paling Lambat 28 

Februari 

0% : Tidak Tepat Waktu ) 

%       100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100% 100% 100% 100% 

4 

Tersusunnya Laporan 

Keuangan SKPD Dengan 

Tepat Waktu 

% Ketepatan Waktu 

Penyerahan LK PD Ke PPKD 

( 100%: Tepat Waktu  Paling 

Lambat 28 Februari 

0 %: Tidak Tepat Waktu ) 

%       100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100% 100% 100% 100% 

5 

% Administrasi Kepegawaian 

Yang Dibuat dan Diproses 

Tepat Waktu 

(Administrasi Kepegawaian 

Yang Seharusnya Dibuat : 

Administrasi Kepegawaian 

Yang Diproses ) x 100% 

%       100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100% 100% 100% 100% 

6 

Tersedianya Dokumen 

Pengelolaan Barang Milik 

Daerah SKPD  

Jumlah Dokumen Yang 

Tersedia 
Dokumen       8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 100% 100% 100% 100% 13% 
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7 

% PNS BPKD Prov. SulSel 

Yang Diikutsertakan Dalam 

Kegiatan Peningkatan 

Kapasitas SDM 

(Jumlah PNS BPKD Yang 

Diikutsertakan Dalam 

Kegiatan 

Sosialisasi/Bimtek/Diklat : 

Jumlah PNS BPKD Yang 

Ditargetkan Mengikuti 

Kegiatan) X 100% 

%       100 100 100 100 100 100 100 100 70 0 100% 100% 100% 70% 0% 

8 

% SKPD/Unit Kerja Yang Aktif 

Mengikuti Sosialisasi/Bimtek 

Peraturan Perundang-

Undangan 

(Jumlah SKPD Yang 

Mengirim Peserta : Jumlah 

SKPD Provinsi) X 100% 

%       100 100 100 100 100 100 100 90 100 0 100% 100% 90% 100% 0% 

9 

% Kabupaten/Kota Yang Aktif 

Mengikuti Sosialisasi/Bimtek 

Peraturan Perundang-

Undangan 

(Jumlah Kab/Kota Yang 

Mengirim Peserta : Jumlah 

Kab/Kota) X 100% 

%       100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100% 100% 100% 100% 0% 

10 

Batas Waktu Penetapan 

APBD Pokok Provinsi 

Sulawesi Selatan 

% Ketepatan Waktu 

Penetapan APBD Di DPRD ( 

100% : Tepat Waktu Paling 

Lambat 31 Desember 

0% : Tidak Tepat Waktu ) 

%       100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100% 100% 100% 100% 0% 
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11 

Batas Waktu Penetapan 

APBD Perubahan Provinsi 

Sulawesi Selatan 

% Ketepatan Waktu 

Penetapan APBD Perubahan 

Di DPRD ( 100% : Tepat 

Waktu Paling Lambat 30 

Oktober 

0% : Tidak Tepat Waktu 

%       100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100% 100% 100% 100% 0% 

12 

% SKPD Yang 

Menindaklanjuti Evaluasi 

Menteri Terhadap RAPBD 

Provinsi Sulawesi Selatan 

( Jumlah SKPD Yang 

Menindak Lanjuti Hasil 

Evaluasi Menteri Terhadap 

Rancangan APBD : Jumlah 

SKPD Yang Mendapat 

Rekomendasi Evaluasi 

Menteri Terhadap Rancangan 

APBD ) X 100% 

%       100 100 100 100 100 100 100 90 100 0 100% 100% 90% 100% 0% 

13 

% SKPD Yang 

Menindaklanjuti Evaluasi 

Menteri Terhadap RAPBD 

Perubahan Provinsi Sulawesi 

Selatan 

( Jumlah SKPD Yang 

Menindak Lanjuti Hasil 

Evaluasi  Menteri Terhadap 

RAPBD-P : Jumlah SKPD 

Yang Mendapat Rekomendasi 

Evaluasi Menteri Terhadap 

RAPBD-P  ) X 100% 

%       100 100 100 100 100 100 100 90 100 0 100% 100% 90% 100% 0% 

14 
% Penerbitan SPD Yang 

Tepat Waktu 

(Jumlah SPD Yang Terbit 

Tepat Waktu : Jumlah SPD 

Yang Seharusnya Diterbitkan) 

X 100% 

%       100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100% 100% 100% 100% 0% 



RENCANA STRATEGIS BPKD SULSEL 

TAHUN 2018-2023 

 

 
 41 

 
 

 

15 
% Penerbitan SP2D Yang 

Tepat Waktu 

(Jumlah SP2D Yang Terbit 

Tepat Waktu : Jumlah SP2D 

Yang Seharusnya Diterbitkan) 

X 100% 

%       100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100% 100% 100% 100% 0% 

16 

% Dokumen SPM Yang 

Memenuhi Persyaratan 

Penerbitan SP2D 

(Jumlah SPM Yang Di 

Diterbitkan SP2D Nya : 

Jumlah SPM Yang Masuk ) X 

100% 

%       100 100 100 100 100 100 100 99 100 0 100% 100% 99% 100% 0% 

17 

Waktu Penyerahan LKPD 

Provinsi Sulawesi Selatan Ke 

BPK RI 

% Ketepatan Waktu 

Penyerahan LKPD Ke BPK RI 

( 100% : Tepat Waktu Paling 

Lambat 31  Maret 

0% : Tidak Tepat Waktu ) 

%       100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100% 100% 100% 100% 

18 

Opini BPK RI Atas Hasil 

Pemeriksaan LKPD Provinsi 

Sulawesi Selatan 

Opini BPK RI Atas LKPD 

Provinsi ( 100% : WTP, 

75% : WDP, 50% : TMP, 25% 

: TW) 

%       100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100% 100% 100% 100% 0% 
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19 
% Penyelesaian Kasus 

TPTGR  

(Jumlah Kasus Yang 

Diselesaikan : Jumlah Kasus 

TPTGR Yang Ada ) X 100% 

%       0 100 100 100 100 0 100 100 100 0   100% 100% 100% 0% 

20 

Jumlah Rancangan APBD 

Kabupaten/Kota Yang 

Dievaluasi Tepat Waktu 

Jumlah RAPBD Kab/Kota 

Dievaluasi Tepat Waktu 
Kabupaten/Kota       20 22 24 24 24 20 22 24 24 0 100% 100% 100% 100% 0% 

21 

Jumlah Kabupaten/Kota Yang 

Memperoleh Opini WTP Dari 

BPK RI 

Jumlah Kab/Kota Yang 

Memperoleh Opini WTP dari 

BPK RI 

Kabupaten/Kota       9 11 13 18 20 7 9 16 20 0 78% 82% 123% 111% 0% 
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TABEL 2.2 
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

TAHUN 2013-2018 

NO URAIAN 

ANGGARAN PADA TAHUN REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN 
RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA 

TAHUN 
RATA-RATA 

PERTUMBUHAN 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 
ANGGARA

N 
REALISAS

I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 
Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

      
1,853,950,000.00  

   
1,857,782,650.00  

   
1,668,299,015.83  

    
1,597,241,769.80  

   
1,646,807,000.00  

   
1,781,261,597.00  

   
1,647,138,700.00  

   
1,537,711,100.00  

      
1,503,691,174.00  

   
1,508,780,835.00  

96.08% 88.66% 92.17% 94.14% 91.62% -2.79% -4.01% 

1.1 
Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

         
244,750,000.00  

       
154,007,650.00  

       
144,434,300.00  

       
318,406,000.00  

       
253,418,000.00  

       
231,878,097.00  

       
118,013,200.00  

       
140,165,700.00  

         
298,858,474.00  

       
222,635,085.00  

94.74% 76.63% 97.04% 93.86% 87.85% 14.19% 14.34% 

1.2 
Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

         
659,200,000.00  

       
824,400,000.00  

       
872,508,400.00  

    
1,278,835,769.80  

   
1,393,389,000.00  

       
603,839,500.00  

       
765,075,000.00  

       
772,896,000.00  

      
1,204,832,700.00  

   
1,286,145,750.00  

91.60% 92.80% 88.58% 94.21% 92.30% 21.61% 22.59% 

1.3 

Penyediaan Alat 
Tulis Kantor, Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

         
950,000,000.00  

       
879,375,000.00  

       
651,356,315.83  

                              
-    

                             
-    

       
945,544,000.00  

       
764,050,500.00  

       
624,649,400.00  

                                
-    

  99.53% 86.89% 95.90% 0.00% 0.00% -44.45% -45.81% 

2 

Program 
Peningkatan 
Kapasitas dan 
Kinerja SKPD 

      
6,021,884,073.00  

   
6,147,137,361.00  

   
7,114,301,588.58  

    
9,048,616,575.41  

   
7,397,010,889.15  

   
5,702,003,865.00  

   
5,121,762,603.00  

   
6,369,674,955.00  

      
8,529,512,157.00  

   
6,900,943,267.00  

94.69% 83.32% 89.53% 94.26% 93.29% 6.69% 7.25% 
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2.1 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran 

      
1,675,636,000.00  

   
1,782,661,000.00  

   
2,176,025,788.00  

    
3,511,813,975.41  

   
2,866,000,000.00  

   
1,625,329,700.00  

   
1,702,973,650.00  

   
2,112,965,500.00  

      
3,428,191,460.00  

   
2,809,510,700.00  

97.00% 95.53% 97.10% 97.62% 98.03% 17.86% 18.26% 

2.2 
Pemeliharaan 
Sarana Dan 
Prasarana 

      
1,843,814,000.00  

   
1,390,845,650.00  

   
1,739,424,200.00  

    
1,821,497,900.00  

   
1,279,350,000.00  

   
1,677,775,301.00  

   
1,134,551,702.00  

   
1,490,707,765.00  

      
1,649,901,071.00  

   
1,080,079,497.00  

90.99% 81.57% 85.70% 90.58% 84.42% -6.14% -6.21% 

2.3 
Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta 
Perlengkapannya 

         
292,950,000.00  

       
328,500,000.00  

       
414,255,000.00  

       
435,303,700.00  

       
370,875,000.00  

       
292,950,000.00  

       
327,000,000.00  

       
396,339,000.00  

         
372,539,000.00  

       
368,359,000.00  

100.00% 99.54% 95.68% 85.58% 99.32% 7.13% 6.43% 

2.4 
Pendidikan dan 
Pelatihan Formal 

         
431,750,000.00  

       
597,700,000.00  

       
664,540,550.00  

       
575,267,500.00  

       
705,151,950.00  

       
350,993,600.00  

       
185,097,760.00  

       
378,469,300.00  

         
406,991,460.00  

       
500,876,700.00  

81.30% 30.97% 56.95% 70.75% 71.03% 14.69% 21.95% 

2.5 

Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Triwulan, 
Semesteran dan 
Tahunan 

         
347,500,000.00  

       
358,000,000.00  

       
417,010,000.00  

       
437,961,000.00  

       
400,000,000.00  

       
345,575,621.00  

       
329,996,705.00  

       
412,753,400.00  

         
437,817,314.00  

       
399,692,200.00  

99.45% 92.18% 98.98% 99.97% 99.92% 3.97% 4.48% 

2.6 

Pelaksanaan 
Administrasi 
Pengelolaan 
Keuangan BPKD 

         
734,100,000.00  

       
757,486,211.00  

       
790,290,000.00  

       
926,674,400.00  

       
562,509,535.27  

       
721,728,700.00  

       
647,234,360.00  

       
688,460,483.00  

         
923,657,050.00  

       
560,688,370.00  

98.31% 85.45% 87.11% 99.67% 99.68% -3.63% -2.27% 

2.7 
Pelaksanaan 
Administrasi 
Kepegawaian 

         
150,000,000.00  

       
267,500,000.00  

       
311,664,250.00  

       
377,247,400.00  

       
346,558,163.88  

       
147,919,193.00  

       
224,330,880.00  

       
301,563,857.00  

         
374,671,035.00  

       
338,277,000.00  

98.61% 83.86% 96.76% 99.32% 97.61% 26.94% 25.15% 

2.8 
Pengelolaan 
Administrasi Barang 
Dan Jasa 

         
426,634,073.00  

       
506,200,000.00  

       
453,555,750.58  

       
769,261,600.00  

       
673,066,240.00  

       
423,156,750.00  

       
415,271,850.00  

       
441,117,600.00  

         
745,191,767.00  

       
652,014,800.00  

99.18% 82.04% 97.26% 96.87% 96.87% 16.34% 15.20% 
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2.9 
Pameran 
Pembangunan 

         
119,500,000.00  

       
158,244,500.00  

       
147,536,050.00  

       
193,589,100.00  

       
193,500,000.00  

       
116,575,000.00  

       
155,305,696.00  

       
147,298,050.00  

         
190,552,000.00  

       
191,445,000.00  

97.55% 98.14% 99.84% 98.43% 98.94% 14.21% 14.48% 

3 

Program 
Peningkatan 
Pengembangan 
Sistem 
Perencanaan dan 
Sistem Evaluasi 
Kinerja 

      
1,052,850,000.00  

   
1,991,472,850.00  

   
1,781,514,250.00  

    
2,436,278,050.00  

   
2,083,662,145.67  

       
976,087,203.00  

   
1,355,959,982.00  

   
1,567,048,424.00  

      
2,357,970,393.00  

   
2,034,729,729.00  

92.71% 68.09% 87.96% 96.79% 97.65% 25.22% 22.81% 

3.1 

Peningkatan 
Pelayanan 
Perencanaan 
Program BPKD Prov. 
Sulsel 

         
365,000,000.00  

       
610,800,000.00  

       
426,900,000.00  

       
747,225,150.00  

       
610,374,883.92  

       
352,871,900.00  

       
427,918,950.00  

       
361,786,900.00  

         
743,398,433.00  

       
597,857,060.00  

96.68% 70.06% 84.75% 99.49% 97.95% 23.49% 22.93% 

3.2 
Koordinasi dan 
Monitoring Kinerja 
BPKD 

         
350,850,000.00  

       
968,930,500.00  

       
986,614,250.00  

    
1,185,345,900.00  

   
1,183,004,780.75  

       
320,468,203.00  

       
660,532,132.00  

       
858,132,980.00  

      
1,119,858,409.00  

   
1,151,729,669.00  

91.34% 68.17% 86.98% 94.48% 97.36% 49.48% 42.34% 

3.3 
Evaluasi dan 
Pelaporan Kinerja 
BPKD 

         
337,000,000.00  

       
411,742,350.00  

       
368,000,000.00  

       
503,707,000.00  

       
290,282,481.00  

       
302,747,100.00  

       
267,508,900.00  

       
347,128,544.00  

         
494,713,551.00  

       
285,143,000.00  

89.84% 64.97% 94.33% 98.21% 98.23% 1.52% 4.57% 

4 

Program 
Peningkatan dan 
Pengembangan 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

   
19,976,050,000.0
0  

 
19,660,800,000.0
0  

 
19,477,348,315.8
4  

  
22,482,707,959.9
0  

 
12,119,710,310.1
7  

 
18,158,559,410.0
0  

 
16,474,925,043.0
0  

 
16,085,209,636.0
0  

   
20,968,083,086.0
0  

 
11,717,247,068.0
0  

90.90% 83.80% 82.58% 93.26% 96.68% -8.29% -6.35% 

4.1 
Penyusunan APBD 
Provinsi Sulawesi 
Selatan 

      
3,470,600,000.00  

   
3,110,000,000.00  

   
3,210,000,000.00  

    
3,660,000,000.00  

   
2,521,061,000.55  

   
3,208,830,869.00  

   
2,698,553,700.00  

   
2,969,273,657.00  

      
3,595,576,099.00  

   
2,466,184,429.00  

92.46% 86.77% 92.50% 98.24% 97.82% -6.07% -4.05% 

4.2 

Pengembangan dan 
Pemeliharaan 
Sistem Informasi 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

      
1,174,800,000.00  

   
1,071,000,000.00  

       
535,000,000.00  

       
650,000,000.00  

       
700,000,000.00  

   
1,162,098,931.00  

       
925,315,016.00  

       
525,000,000.00  

         
646,646,000.00  

       
696,696,000.00  

98.92% 86.40% 98.13% 99.48% 99.53% -7.42% -8.18% 
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4.3 
Pengelolaan Surat 
Penyediaan Dana 
SKPD 

         
917,400,000.00  

       
753,000,000.00  

         
85,000,000.00  

       
100,000,000.00  

       
100,000,000.00  

       
766,913,000.00  

       
652,703,906.00  

         
81,107,700.00  

           
80,385,000.00  

         
99,997,000.00  

83.60% 86.68% 95.42% 80.39% 100.00% -22.25% -19.74% 

4.4 
Penyusunan 
Regulasi Keuangan 
Daerah 

      
1,282,000,000.00  

   
1,207,750,000.00  

   
1,235,000,000.00  

    
1,600,000,000.00  

       
881,600,000.00  

   
1,079,416,400.00  

   
1,003,570,459.00  

   
1,017,941,800.00  

      
1,496,886,328.00  

       
868,546,853.00  

84.20% 83.09% 82.42% 93.56% 98.52% -4.72% -0.13% 

4.5 

Sosialisasi Peraturan 
Perundang-
Undangan Bidang 
Perencanaan dan 
Penganggaran 
Keuda 

         
835,000,000.00  

       
666,750,000.00  

       
650,000,000.00  

       
750,000,000.00  

       
377,000,000.00  

       
604,460,000.00  

       
396,719,536.00  

       
632,538,900.00  

         
615,523,300.00  

       
293,173,900.00  

72.39% 59.50% 97.31% 82.07% 77.76% -14.25% -7.50% 

4.6 
Pengelolaan Surat 
Perintah Pencairan 
Dana SKPD 

         
924,500,000.00  

       
997,866,000.00  

       
929,058,988.00  

       
995,000,000.00  

       
527,600,000.00  

       
912,157,000.00  

       
899,253,325.00  

       
700,856,500.00  

         
984,720,400.00  

       
516,462,000.00  

98.66% 90.12% 75.44% 98.97% 97.89% -9.71% -7.63% 

4.7 

Koordinasi dan 
Pembinaan 
Bendahara 
Pengeluaran SKPD 
Pemprov Sulsel 

      
1,060,000,000.00  

   
1,017,500,000.00  

   
1,010,683,412.00  

    
1,068,960,000.00  

       
417,834,654.81  

   
1,017,017,803.00  

       
731,994,793.00  

       
672,215,856.00  

         
992,865,973.00  

       
367,638,256.00  

95.95% 71.94% 66.51% 92.88% 87.99% -14.96% -12.87% 

4.8 

Pengelolaan 
Administrasi 
Penggajian PNS 
Provinsi Sulsel 

         
970,000,000.00  

       
850,000,000.00  

       
440,454,000.00  

       
935,000,000.00  

       
405,000,000.00  

       
884,102,900.00  

       
630,868,500.00  

       
367,732,000.00  

         
813,775,900.00  

       
396,672,652.00  

91.14% 74.22% 83.49% 87.03% 97.94% -1.24% -0.08% 

4.9 

Pelaksanaan 
Administrasi Kuasa 
Bendahara Umum 
Daerah (BUD) 

      
1,312,500,000.00  

   
1,583,875,000.00  

   
1,605,660,000.00  

    
2,150,200,000.00  

   
1,020,400,000.00  

   
1,310,794,000.00  

   
1,470,979,007.00  

   
1,502,250,200.00  

      
2,051,744,101.00  

   
1,008,832,110.00  

99.87% 92.87% 93.56% 95.42% 98.87% 0.86% 0.02% 

4.1
0 

Koordinasi 
Penatausahaan 
Pinjaman dan Dana 
Transfer 

         
205,000,000.00  

       
609,500,000.00  

       
700,660,000.00  

       
780,000,000.00  

       
534,500,000.00  

       
203,720,000.00  

       
512,027,596.00  

       
437,986,259.00  

         
706,667,151.00  

       
508,617,906.00  

99.38% 84.01% 62.51% 90.60% 95.16% 48.03% 42.55% 
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4.1
1 

Sosialisasi Peraturan 
Perundang-
Undangan Bidang 
Penatausahaan 
Keuda 

         
478,000,000.00  

       
553,159,000.00  

       
644,400,000.00  

       
626,000,000.00  

       
219,400,000.00  

       
473,856,000.00  

       
407,195,500.00  

       
374,845,200.00  

         
448,170,000.00  

       
211,356,000.00  

99.13% 73.61% 58.17% 71.59% 96.33% -8.90% -13.82% 

4.1
2 

Pembinaan dan 
Pengelolaan 
Penyusunan 
Laporan 
Pertanggungjawaba
n Pelaksanaan 
APBD 

      
2,619,000,000.00  

   
2,554,600,000.00  

   
2,933,642,700.00  

    
2,860,000,000.00  

   
1,799,614,654.81  

   
2,509,444,635.00  

   
2,193,371,396.00  

   
2,531,252,735.00  

      
2,821,965,615.00  

   
1,767,337,709.00  

95.82% 85.86% 86.28% 98.67% 98.21% -6.80% -5.77% 

4.1
3 

Implementasi Sistem 
Informasi 
Pengelolaan Keuda 
dan Sistem Informasi 
Keuangan Daerah 

      
1,103,180,000.00  

   
1,579,800,000.00  

   
1,840,624,900.00  

    
1,791,340,000.00  

       
493,100,000.00  

   
1,064,464,372.00  

   
1,333,308,299.00  

   
1,492,754,775.00  

      
1,758,110,183.00  

       
461,307,707.00  

96.49% 84.40% 81.10% 98.14% 93.55% -3.86% -4.69% 

4.1
4 

Sosialisasi Peraturan 
Perundang-
Undangan Bidang 
Akuntansi dan 
Pelaporan Keuda 

      
3,077,820,000.00  

   
1,525,000,000.00  

   
1,230,002,457.92  

    
1,195,966,959.90  

       
534,500,000.00  

   
2,422,595,800.00  

   
1,447,705,807.00  

       
980,590,516.00  

      
1,056,911,034.00  

       
524,165,700.00  

78.71% 94.93% 79.72% 88.37% 98.07% -31.97% -28.78% 

4.1
5 

Pengelolaan dan 
Penatausahaan, 
Pelaporan dan 
Monitoring Hibah 
Daerah 

         
546,250,000.00  

       
712,000,000.00  

       
795,000,000.00  

       
850,000,000.00  

  
       
538,687,700.00  

       
556,976,003.00  

       
663,167,188.00  

         
787,647,456.00  

  98.62% 78.23% 83.42% 92.66% 0.00% -12.77% -14.69% 

4.1
6 

Penetapan Majelis 
dan Sekretariat 
Majelis 
Pertimbangan 
Penyelesaian 
Kerugian Daerah 
Prov. Sulsel 

                                
-    

       
869,000,000.00  

       
912,471,900.00  

       
830,000,000.00  

       
513,100,000.00  

                             
-    

       
614,382,200.00  

       
558,866,950.00  

         
822,446,534.00  

       
495,540,760.00  

0.00% 70.70% 61.25% 99.09% 96.58% -14.07% -0.54% 

4.1
7 

Pelatihan dan 
Pembelajaran 
Sistem Manajemen 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

                                
-    

                             
-    

       
300,000,000.00  

       
325,000,000.00  

  
                             
-    

                             
-    

       
252,404,000.00  

         
323,566,900.00  

  0.00% 0.00% 84.13% 99.56% 0.00% -45.83% 28.19% 

4.1
8 

Pengadaaan 
Dokumen Peraturan 
Bidang Perencanaan 
dan Penganggaran 
Keuangan Daerah 

                                
-    

                             
-    

                             
-    

                              
-    

  
                             
-    

                             
-    

                             
-    

                                
-    

  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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4.1
9 

Pendampingan 
Penyusunan 
Kebijakan Tata 
Kelola APBD 
Provinsi Sulsel 

                                
-    

                             
-    

                             
-    

       
250,000,000.00  

  
                             
-    

                             
-    

                             
-    

         
181,332,853.00  

  0.00% 0.00% 0.00% 72.53% 0.00% 0.00% 0.00% 

4.2
0 

Penataan Dokumen 
Perencanaan 
Penganggaran 
Hibah dan Bantuan 
Sosial 

                                
-    

                             
-    

                             
-    

                              
-    

  
                             
-    

                             
-    

                             
-    

                                
-    

  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

4.2
1 

Supervisi dan 
Evaluasi 
Pengelolaan Hibah 
dan Bantuan Sosial 

                                
-    

                             
-    

       
150,000,000.00  

       
450,000,000.00  

  
                             
-    

                             
-    

         
95,000,000.00  

         
373,742,520.00  

  0.00% 0.00% 63.33% 83.05% 0.00% 50.00% 96.71% 

4.2
2 

Bimtek Implemetasi 
Paket Regulasi 
Perencanaan dan 
Penganggaran 
APBD dan APBD 
Perubahan Sulsel 

                                
-    

                             
-    

       
269,689,957.92  

       
300,000,000.00  

  
                             
-    

                             
-    

       
229,425,400.00  

         
169,644,000.00  

  0.00% 0.00% 85.07% 56.55% 0.00% -44.38% -63.03% 

4.2
3 

Monitoring dan 
Evaluasi Sinkronisasi 
Perencanaan 
dengan Pelaksanaan 
APBD pada SKPD 
Prov. Sulsel 

                                
-    

                             
-    

                             
-    

       
315,241,000.00  

       
210,000,000.00  

                             
-    

                             
-    

                             
-    

         
239,755,739.00  

       
198,865,213.00  

0.00% 0.00% 0.00% 76.05% 94.70% -33.38% -17.06% 

4.2
4 

Perencanaan, 
Penganggaran, 
Penatausahaan Dan 
Pelaporan Hibah 
Dan Bantuan Sosial 

                                
-    

                             
-    

                             
-    

                              
-    

       
615,000,000.00  

                             
-    

                             
-    

                             
-    

                                
-    

       
597,165,113.00  

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 97.10% 0.00% 0.00% 

4.2
5 

Pelatihan Dan 
Pembelajaran 
Perencanaan Dan 
Penganggaran 
Keuangan Daerah 

                                
-    

                             
-    

                             
-    

                              
-    

       
250,000,000.00  

                             
-    

                             
-    

                             
-    

                                
-    

       
238,687,760.00  

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 95.48% 0.00% 0.00% 

5 

Program 
Pembinaan dan 
Fasilitasi 
Pengelolaan 
Keuangan 
Kabupaten/Kota 

      
6,885,200,000.00  

   
5,353,400,000.00  

   
4,589,139,957.92  

    
5,883,456,959.90  

   
3,371,519,655.01  

   
6,669,950,707.00  

   
4,460,128,849.00  

   
4,331,338,307.00  

      
5,175,435,629.00  

   
3,123,364,741.00  

96.87% 83.31% 94.38% 87.97% 92.64% -12.75% -14.05% 
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5.1 
Evaluasi APBD 
Kabupaten/Kota 

      
1,925,000,000.00  

   
1,415,050,000.00  

   
1,571,239,957.00  

    
1,730,168,443.00  

   
1,285,647,307.00  

   
1,848,065,419.00  

   
1,280,999,745.00  

   
1,528,706,735.00  

      
1,573,133,424.00  

   
1,242,241,158.00  

96.00% 90.53% 97.29% 90.92% 96.62% -7.76% -7.37% 

5.2 

Bimbingan Dan 
Monitoring 
Pengelolaan APBD 
Kab/Kota 

      
1,705,000,000.00  

   
1,428,900,000.00  

   
1,476,850,000.00  

    
1,743,751,757.00  

   
1,033,500,000.00  

   
1,694,182,623.00  

   
1,201,879,544.00  

   
1,401,214,772.00  

      
1,566,838,705.00  

   
1,003,747,283.00  

99.37% 84.11% 94.88% 89.85% 97.12% -8.87% -9.15% 

5.3 

Sosialisasi Dan 
Bintek Peraturan 
Perundang-
Undangan (Bidang 
Evaluasi APBD 
Kab/Kota) 

      
1,900,000,000.00  

   
1,475,582,000.00  

   
1,051,250,000.92  

    
1,155,296,760.00  

       
678,500,000.00  

   
1,860,190,000.00  

   
1,387,305,000.00  

       
989,330,000.00  

      
1,150,248,000.00  

       
560,859,000.00  

97.90% 94.02% 94.11% 99.56% 82.66% -20.62% -22.27% 

5.4 

Pengelolaan 
Administrasi Bagi 
Hasil, Bunga, 
Subsidi, Bantuan 
Keuangan dan 
Pembiayaan Daerah 

         
950,200,000.00  

       
395,263,500.00  

       
280,000,000.00  

       
483,000,000.00  

       
142,802,526.86  

       
883,667,665.00  

       
282,586,560.00  

       
224,630,280.00  

         
464,190,000.00  

       
121,692,800.00  

93.00% 71.49% 80.23% 96.11% 85.22% -21.37% -13.92% 

5.5 

Monitoring Dan 
Evaluasi Bantuan 
Keuangan 
Kabupaten/Kota dan 
Bantuan Desa 

         
405,000,000.00  

       
638,604,500.00  

       
209,800,000.00  

       
300,000,000.00  

         
80,900,000.00  

       
383,845,000.00  

       
307,358,000.00  

       
187,456,520.00  

         
151,250,500.00  

         
75,966,000.00  

94.78% 48.13% 89.35% 50.42% 93.90% -9.88% -32.01% 

5.6 

Penyusunan Profil 
APBD 
Kabupaten/Kota Se 
Sulawesi Selatan 

                                
-    

                             
-    

                             
-    

       
471,239,999.90  

       
150,169,821.15  

                             
-    

                             
-    

                             
-    

         
269,775,000.00  

       
118,858,500.00  

0.00% 0.00% 0.00% 57.25% 79.15% -68.13% -55.94% 

JUMLAH 
   
35,789,934,073.0
0  

 
35,010,592,861.0
0  

 
34,630,603,128.1
7  

  
41,448,301,315.0
1  

 
26,618,710,000.0
0  

 
33,287,862,782.0
0  

 
29,059,915,177.0
0  

 
29,890,982,422.0
0  

   
38,534,692,439.0
0  

 
25,285,065,640.0
0  

93.01% 83.00% 86.31% 92.97% 94.99% -4.84% -3.83% 
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 

Perangkat Daerah 

Berdasarkan evaluasi kinerja BPKD Prov. Sulsel selama 5 tahun 

terakhir, maka untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan 

eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja BPKD Prov. 

SulSel dapat dilakukan dengan menggunakan Analisa metode SWOT 

dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah, yakni : 

1. Faktor Internal 

- Kekuatan (Strength) 

1. Komitmen Pimpinan dan Staf untuk mempertahankan 

keberhasilan yang telah diraih hingga saat ini terhadap 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; 

2. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat 

Daerah; 

3. Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya 

berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;  

4. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang 

BPKD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku  

- Kelemahan (Weakness) 

1. Penerapan jabatan Fungsional bagi masing-masing ASN 

belum diimbangi dengan kompentensi yang sesuai; 

2. Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa Gedung 

Kantor yang tidak proporsional lagi dengan jumlah 

aparatur untuk memberikan layanan yang terbaik bagi 

pemangku kepentingan serta terbatasnya tempat 

penyimpanan dokumen 
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2. Faktor Eksternal 

- Peluang (Opportunity) 

1. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah, Penganggaran Keuangan 

Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah yang terintegrasi 

2. Kemauan dan tanggung jawab yang semakin meningkat 

dari aparat pengelola keuangan untuk terus 

memperbaiki system dan layanan yang diberikan 

3. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari 

segenap aparatur pengelola keuangan seluruh 

Perangkat Daerah dalam rangka kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang 

keuangan;  

- Tantangan (Threats) 

1. Upaya untuk mempertahankan perolehan Opini WTP 

dari BPK RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah; 

2. Semakin ketatnya pengawasan terhadap aktivitas 

pemerintahan khususnya dalam pengelolaan keuangan; 

3. Regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang 

hampir tiap tahun mengalami perubahan harus 

dipahami dan di publikasikan dengan benar; 

4. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip-

prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good 

governance; 

Dengan beragam tantangan yang kemungkinan ada, maka 

dibutuhkan perencanaan yang akurat dan menyeluruh untuk 

memastikan bahwa BPKD Prov. Sulsel dapat melaksanakan strategi 

dan kebijakan yang tepat dalam menghadapi tantangan yang ada 

tersebut.  
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 

 PERANGKAT DAERAH 

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 

Salah satu agenda pembangunan daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan adalah penguatan kelembagaan pemerintah yang mengikuti 

kaidah-kaidah good governance serta berbasis pada visi dan misi. 

Namun pada kenyataannya sampai dengan saat ini, reformasi 

birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. 

Banyaknya permasalahan birokrasi belum sepenuhnya teratasi baik 

dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, faktor 

demokratisasi dan desentralisasi telah membawa dampak pada proses 

pengambilan keputusan kebijakan publik, khususnya dari sisi internal 

birokrasi itu sendiri berbagai permasalahan masih banyak yang 

dihadapi.  

Dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan kebijakan serta strategi 

nasional pengembangan e-Government sesuai dengan Instruksi 

Presiden Nomor 3 Tahun 2003 merupakan tantangan tersendiri dalam 

upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa. 

Dibutuhkan suatu upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi 

dalam mendorong peningkatan kinerja birokrasi aparatur negara dalam 

menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang 

merupakan amanah reformasi dan tuntutan seluruh rakyat Indonesia. 

Mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka peranan BPKD 

sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses 

perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak 

akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan 
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prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan. 

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan di bidang pengelolaan 

keuangan daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu 

memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal 

maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika 

kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik 

langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 

Berikut ini kami tampilkan, matriks pemetaan kendala yang 

dihadapi hingga potensi permasalahan yang mungkin terjadi di periode 

2019-2023 ini :  
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PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS 
DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 

 

NO MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH 

1 2 3 4 

1 

Kemungkinan penetapan APBD Provinsi Sulawesi 
Selatan yang tidak tepat waktu, didasari atas 
pertimbangan adanya transisi kepemimpinan baik di 
level eksekutif maupun legislatif, ditandai dengan 
pemilihan kepala daerah serentak, pemilihan presiden 
dan pemilihan legislatif 

Kemungkinan Penetapan APBD Yang Tidak Tepat 
Waktu 

Regulasi dan Kebijakan Yang Semakin Berkembang 

2 

Terlalu banyak Sistem Informasi/Aplikasi yang 
digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, 
evaluasi dan pelaporan keuangan maupun barang milik 
daerah mengakibatkan kemungkinan terjadinya 
ketidaksesuaian data/informasi antar dokumen yang 
dihasilkan serta waktu yang tidak efektif 

Belum Terintegrasinya Semua Sistem Informasi / 
Aplikasi Yang Digunakan 

Pengelolaan Sistem Informasi Yang Belum Terpusat 

3 

Pengelolaan Belanja hibah daerah, bantuan sosial, 
bantuan bagi hasil kabupaten/kota dan bantuan 
keuangan yang masih memiliki kekurangan, baik dalam 
proses perencanaan, penyaluran hingga pelaporannya 

Proses Pencairan Belanja Yang Kadang Masih 
Memakan Waktu Lama 

Inovasi Pelayanan Dalam Pencairan Belanja Yang 
Masih Kurang 
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4 
Kesulitan dalam penerapan Transaksi Non Tunai (TNT), 
berhadapan dengan upaya untuk mempercepat 
penyerapan anggaran di tiap triwulannya; 

Percepatan Pelaksanaan Penerapan Transaksi Non 
Tunai (TNT) 

Komitmen dan Kesiapan Stakeholder Dalam 
Melaksanakan Percepatan Penerapan TNT 

5 

Percepatan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil 
Temuan Pemeriksaan dari BPK RI dan APIP serta 
Penyelesaian Temuan Kerugian Daerah yang masih 
perlu ditingkatkan 

Percepatan Tindak Lanjut Serta Penyelesaian Hasil 
Temuan Pemeriksaan 

Komitmen Dari Stakeholder Dalam Menindaklanjuti dan 
Menyelesaikan Temuan Pemeriksaan 

6 

Dengan banyaknya transisi kepemimpinan daerah 
kabupaten/kota di tahun 2019, kemungkinan terjadi 
penurunan kinerja pemerintahan, khususnya dalam hal 
pencapaian Opini WTP dari BPK RI di 24 
Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan 

Kemungkinan Adanya Penurunan Capaian 
Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Opini WTP 

Konsistensi dan Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam 
Menyikapi Pemberlakuan Regulasi Terkait Pengelolaan 
Keuangan Daerah Yang Terus Berkembang 

7 

Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja BPKD Prov. SuLSel 
yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi ketepatan 
waktu maupun kualitas dari dokumen tersebut 

Kualitas Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan Pada Perangkat Daerah  

Jumlah dan Kapasitas SDM Yang Masih Kurang 

8 
Tingkat Partisipasi stake holder lingkup BPKD Prov. 
SuLSel dalam proses perencanaan, evaluasi dan 
pelaporan kinerja yang belum optimal 

Masih Kurang Optimalnya Keterlibatan Pemangku 
Kepentingan (stakeholder) 

Komitmen dan Konsistensi Dari Stakeholder dalam 
proses perencanaan, evaluasi hingga pelaporan kinerja 

9 
Sarana prasarana perkantoran yang belum memadai, 
ruangan kerja yang terbatas dan fasilitas layanan umum 
yang kurang nyaman 

Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Kurang 
Memadai 

Kapasitas Gedung Kantor Yang Tidak Sesuai Lagi 
Dengan Kondisi Pelayanan Saat Ini  
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Secara spesifik, identifikasi permasalahan dan kendala yang 

dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut diatas dapat 

dibagi berdasarkan fungsi-fungsi yang dilaksanakan. Adapun fungsi-

fungsi tersebut dapat dijelaskan di bawah ini. 

1. Perencanaan Keuangan Daerah 

Perencanaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan 

keuangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

kemudian dikoordinasikan melalui Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah (TAPD) yang anggotanya termasuk Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah (BPKD). Hasil koordinasi perencanaan 

keuangan pada TAPD selanjutnya dibahas bersama dengan 

Tim Badan Anggaran DPRD. Adapun identifikasi permasalahan 

yang dihadapi dalam rangka Perencanaan Keuangan Daerah, 

adalah: 

a. Proses pembahasan RAPBD Provinsi pada DPRD masih 

didominasi pendekatan politis, sehingga pembahasan 

rancangan APBD seringkali berlangsung alot, yang 

mengakibatkan penetapan APBD Provinsi juga berlangsung 

lama; 

b. Kemampuan keuangan daerah yang tidak seimbang 

dengan perencanaan belanja pada program dan kegiatan di 

masing-masing OPD, sehingga mengakibatkan banyak 

program dan kegiatan yang kurang mendapat dukungan 

dari segi pendanaan. 

c. Adanya OPD yang belum mengikuti perkembangan regulasi 

terkait pengelolaan keuangan daerah dalam penyusunan 

RKA, sehingga masih sering diperoleh rekomendasi 

perbaikan dari hasil evaluasi Menteri atas RAPBD Provinsi. 

d. Kemungkinan penetapan APBD Provinsi Sulawesi Selatan 

yang tidak tepat waktu, didasari atas pertimbangan adanya 

transisi kepemimpinan baik di level eksekutif maupun 

legislatif, ditandai dengan pemilihan kepala daerah 

serentak, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 
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e. Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja BPKD Prov. SuLSel yang 

masih perlu ditingkatkan, baik dari segi ketepatan waktu 

maupun kualitas dari dokumen tersebut 

f. Terlalu banyak Sistem Informasi/Aplikasi yang digunakan 

dalam proses perencanaan, penganggaran, evaluasi dan 

pelaporan keuangan maupun barang milik daerah 

mengakibatkan kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian 

data/informasi antar dokumen yang dihasilkan serta waktu 

yang tidak efektif 

g. Pengelolaan Belanja hibah daerah, bantuan sosial, bantuan 

bagi hasil kabupaten/kota dan bantuan keuangan yang 

masih memiliki kekurangan, baik dalam proses 

perencanaan, penyaluran hingga pelaporannya 

 

2. Perbendaharaan Keuangan Daerah 

Pengelolaan administrasi perbendaharaan yang tertib dan 

cepat adalah salah satu aspek yang penting dalam pengelolaan 

keuangan daerah. Tertib dapat diartikan bahwa proses 

administrasi perbendaharaan dilakukan sesuai aturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dokumen-dokumen yang 

dibutuhkan dalam penerbitan SPM, SP2D harus memenuhi 

syarat kelengkapan, sehingga proses penerbitan SP2D dapat 

berjalan dengan lancar. 

Adapun identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam 

rangka Perbendaharaan Keuangan Daerah, adalah:  

a. dibutuhkan pembinaan dan koordinasi yang intensif antara 

BPKD Prov. SulSel selaku Bendahara Umum Daerah 

dengan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 

agar administrasi perbendaharaan (penerimaan dan 

pengeluaran kas) dapat berjalan dengan tertib, cepat dan 

tepat waktu. 

b. Pengelolaan Belanja hibah daerah, bantuan sosial, bantuan 

bagi hasil kabupaten/kota dan bantuan keuangan yang 
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masih memiliki kekurangan, baik dalam proses 

perencanaan, penyaluran hingga pelaporannya. 

c. Kesulitan dalam penerapan Transaksi Non Tunai (TNT), 

berhadapan dengan upaya untuk mempercepat penyerapan 

anggaran di tiap triwulannya. 

 

3. Pelaporan Keuangan Daerah 

Raihan Opini WTP dari BPK RI atas LKPD Provinsi 

Sulawesi Selatan selama 8 kali sejak tahun 2010-2017 

merupakan kebanggaan sekaligus pencapaian yang maksimal 

atas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal 

pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Untuk itu, ke 

depannya, prestasi ini harus terus menerus dipertahankan 

dengan cara meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, 

khususnya dalam transparansi pelaporan pertanggungjawaban 

pengelolaan APBD, sehingga publik dapat mengakses informasi 

yang handal terkait capaian dari pengelolaan APBD Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

Selain itu, Adapun identifikasi permasalahan yang dihadapi 

dalam rangka Pelaporan Keuangan Daerah, adalah: 

a. Pembinaan kepada OPD dalam hal pelaporan keuangan 

harus terus ditingkatkan, khususnya dalam penerapan  

acrual basis agar tidak terjadi kesalahan dalam 

pertanggungjawaban anggaran, sehingga didapatkan 

laporan keuangan masing-masing OPD yang akuntabel dan 

tepat waktu dalam penyajiannya. 

b. Percepatan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Temuan 

Pemeriksaan dari BPK RI dan APIP serta Penyelesaian 

Temuan Kerugian Daerah yang perlu ditingkatkkan 

c. Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja BPKD Prov. SuLSel yang 

masih perlu ditingkatkan, baik dari segi ketepatan waktu 

maupun kualitas dari dokumen tersebut. 
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4. Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan  Daerah 

Kab/Kota 

Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

terhadap Kabupaten/Kota oleh Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tidak hanya dilakukan kepada 

OPD yang ada dalam pemerintah daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan, tetapi juga dilakukan kepada Pengelolaan Keuangan 

Daerah pada Kabupaten dan Kota dalam wilayah Provinsi 

Sulawesi Selatan.  

Identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam 

rangka pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, 

adalah 

a. Masih terdapat Kabupaten/Kota yang terlambat dalam 

menetapkan rancangan APBD/APBD Perubahan 

b. Masih terdapat Kabupaten/Kota yang mendapat Opini 

Disclaimer dari BPK RI atas Penyajian Laporan 

Keuangannya. 

c. Keterbatasan Sumber  Daya Manusia untuk melakukan 

penjabaran atas pembinaan dan evaluasi yang dilakukan 

d. Dengan banyaknya transisi kepemimpinan daerah 

kabupaten/kota di tahun 2019, kemungkinan terjadi 

penurunan kinerja pemerintahan, khususnya dalam hal 

pencapaian Opini WTP dari BPK RI di 24 Kabupaten/Kota 

Se Sulawesi Selatan 

e. Pengelolaan Belanja hibah daerah, bantuan sosial, bantuan 

bagi hasil kabupaten/kota dan bantuan keuangan yang 

masih memiliki kekurangan, baik dalam proses 

perencanaan, penyaluran hingga pelaporannya 

 

5. Layanan Administrasi Perkantoran  

Untuk menghasilkan kinerja yang baik, maka suatu 

organisasi membutuhkan layanan administrasi perkantoran 

yang dikelola dengan baik dan cepat. Berbagai layanan 

administrasi perencanaan, keuangan, hingga administrasi 
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kepegawaian dan umum harus diupayakan terlaksana dengan 

baik dan dapat memenuhi standar pelayanan pemerintahan 

yang baik, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi PNS dan 

juga stake holder lainnya. Olehnya itu dibutuhkan Standar 

Operasional Prosedur untuk masing-masing layanan 

administrasi yang diberikan kepada pihak luar disertai 

pemanfaatan penggunaan teknologi informasi yang mampu 

menghadirkan kecepatan layanan administrasi. 

Identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam 

rangka Layanan Administrasi Perkantoran, adalah : 

a. dibutuhkan Standar Operasional Prosedur untuk masing-

masing layanan administrasi yang diberikan kepada pihak 

luar disertai pemanfaatan penggunaan teknologi informasi 

yang mampu menghadirkan kecepatan layanan 

administrasi. 

b. dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah, salah 

satu komponen utama yang akan menentukan kualitas 

output dari pengelolaan keuangan adalah sumber daya 

manusia. Aparatur pengelola keuangan yakni stakeholder 

lingkup BPKD Prov. SulSel dituntut mengetahui secara 

seksama proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari 

perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja pengelolaan 

keuangan daerah yang belum optimal 

c. Kegiatan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan 

sejenisnya  adalah salah satu cara bagi aparatur untuk 

terus memperbaharui sekaligus meningkatkan  

wawasan/kemampuan, baik dalam hal pengelolaan 

keuangan, maupun administrasi umum dan pemerintahan 

lainnya. Untuk itu, ke depan diharapkan PNS lingkup 

BPKD dapat secara rutin ditugaskan untuk mengikuti 

kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya seperti 

diatas tadi, baik PNS pria maupun perempuan, golongan 

II, III hingga golongan IV dengan berbagai latar belakang 

disiplin ilmu, hingga muaranya adalah pemerataan kualitas 
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SDM lingkup BPKD yang memahami dan mampu 

menjalankan tupoksi yang melekat pada BPKD secara 

professional 

d. Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja BPKD Prov. SuLSel 

yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi ketepatan 

waktu maupun kualitas dari dokumen tersebut 

e. Sarana prasarana perkantoran yang belum memadai, 

ruangan kerja yang terbatas dan fasilitas layanan umum 

yang kurang nyaman 

 

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah 

Visi adalah gambaran tentang kondisi Provinsi Sulawesi Selatan 

yang diharapkan terwujud pada akhir periode Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Tahun 2023. Penjelasan visi dijabarkan 

kedalam lima pokok kalimat yang menjadi batasan pengertian visi. 

Berdasarkan hal tersebut, maka visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 

periode 2018-2023 adalah sebagai berikut. 

“ Sulawesi Selatan  Yang Inovatif, Produktif, 

 Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter “ 

Dalam rumusan visi ini ada lima pokok visi yakni Inovatif, 

Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter. Penjelasan masing-

masing pokok visi adalah sebagai berikut. 

Inovatif adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan 

pada tahun 2023 yang mepunyai kemampuan menciptakan gagasan 

baru dan layanan baru yang memberikan nilai tambah yang signifikan 

dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

Produktif adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan 

pada tahun 2023 yang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan 

Produk dan Jasa yang berdaya saing dalam rangka Peningkatan 

Kesejahteraan Masyarakat.  
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Kompetitif adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan 

pada tahun 2023 yang mempunyai kemampuan menghasilkan SDM, 

Produk Barang dan Jasa yang mampu terserap oleh pasar. 

Inklusif adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan 

pada tahun 2023 yang mempunyai kondisi system dan lingkungan 

yang ramah untuk semua tampa hambatan dengan cara melibatkan 

partisipasi masyarakat tampa kecuali. 

Berkarakter adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi 

Selatan pada tahun 2023 yang mempunyai Spirit Pembangunan 

berdasarkan agama dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan. 

Sedangkan Misi dalam RPJMD ini dimaksudkan sebagai upaya-

upaya umum yang hendak dijalankan demi terwujudnya Visi Sulawesi 

Selatan pada Tahun 2023 dan menjadi acuan melahirkan arah 

kebijakan pembangunan. Penentuan Misi ini didasarkan pada 4 Fungsi 

Utama Pemerintahan Yakni Melayani (Service), Membangun 

(Development), Memberdayakan (Empowerment) dan Mengatur 

(Regulating), adapun Dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 

terdapat 5 (lima) Misi yang akan dijalankan yakni: 

 

1. Pemerintahan yang Berorientasi Melayani, Inovatif, dan 

Berkarakter; 

2. Peningkatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel; 

3. Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Yang 

Produktif; 

4. Pembangunan Manusia Yang Kompetitif dan inklusif; 

5. Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya 

Alam Yang Berkelanjutan. 
 

Dari visi dan misi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Selatan di periode tahun 2018-2023, BPKD Prov. SulSel 

dengan tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola keuangan daerah 

akan berupaya dengan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung 

Program Prioritas dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 

2018-2023 dalam hal alokasi anggaran yang tepat sasaran, 

penatausahaan administrasi keuangan yang baik dan cepat, pelaporan 
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keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai peraturan perundang-

undangan, serta fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan 

daerah kabupaten/kota, melalui 4 Program Utama yakni : 
 

1. Program Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah;   

2. Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 

3. Program Penatausahaan dan Perbendaharaan Keuangan Daerah; 

dan 

4. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten/Kota. 

Dan secara internal, dalam mendukung capaian misi ke-1 

Provinsi Sulawesi Selatan yakni Pemerintahan Yang Berorientasi 

Melayani, Inovatif dan Berkarakter, maka BPKD Prov. SulSel 

senantiasa memperbaharui diri dalam meningkatkan layanan kepada 

masyarakat, dan stakeholder lainnya melalui 4 Program Pendukung 

yakni : 
 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur;  

3. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 

Kinerja; 

4. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur; 

 

3.3 Telaahan Renstra K/L 

Tujuan dari analisis Renstra Badan Pengelolaan Keuangan  

Daerah terhadap Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) adalah untuk 

mengetahui dan menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan 

sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat 

Daerah BPKD Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan tugas dan fungsi 

selaku perangkat daerah pengelola keuangan, maka Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah secara berkesinambungan melakukan komunikasi, 

koordinasi dan  sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, ke 

Pemerintah Pusat melalui 3 Kementerian/Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan 
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Serta Badan Pemeriksa Keuangan. Olehnya itu, dalam penyusunan dan 

penetapan tujuan, sasaran serta program dan kegiatan, perlu 

memperhatikan dan mempertimbangkan informasi terkait arah kebijakan 

dari 3 lembaga pemerintah tersebut diatas dalam bidang pengelolaan 

keuangan daerah.  

1. Arah dan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri Republik 

Indonesia 

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 

Republik Indonesia Tahun 2014-2019, terdapat 2 Arah dan 

Kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah  yakni  

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang 

partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan 

kompetitif, melalui strategi:  

1) Mendorong penetapan Perda tentang APBD 

Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;  

2) Mendorong penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat 

waktu;  

3) Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di Daerah;  

4) Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi 

pada pelayanan masyarakat, terutama untuk pembangunan 

infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan 

perumahan;  

5) Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD) dan Barang Milik Daerah (BMD);  

6) Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan dana 

perimbangan dan kemampuan fiskal daerah 

2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik 

dan melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri, melalui strategi:  

1) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;  

2) Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur;  
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3) Penyediaan sistem informasi yang terintegrasi;  

4) Peningkatan kualitas pelayanan publik;  

 

2. Arah dan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri Republik 

Indonesia 

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019, dapat 

dijabarkan Arah dan Kebijakan Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah  Provinsi Sulawesi Selatan yakni sebagai berikut: 

1. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, 

pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah, melalui 

strategi:  

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas 

perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan 

transfer ke daerah adalah:  

a.  Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran yang berkualitas;  

b.  Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan 

Transparan 

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka 

Perencanaan anggaran yang berkualitas adalah:  

1) Pengurangan pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif 

dalam alokasi anggaran Kementerian/Lembaga;  

2) Pencanangan program penghematan dengan pengurangan 

frekuensi perjalanan dinas, rapat di luar kantor, pembatasan 

pembelian kendaraan dan pembangunan gedung baru, 

pengurangan aktivitas seremonial, dan pengutamaan 

konsumsi atau penggunaan produk dalam negeri (quick 

wins); 

3) Pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja 

(PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah 

(KPJM) untuk meningkatkan disiplin dan kepastian fiskal;  

4) Penataan remunerasi aparatur negara dan Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (SJSN);  
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5) Memprioritaskan alokasi belanja yang bersifat mandatory 

spending seperti anggaran pendidikan, penyediaan dana 

desa dan lainnya;  

6) Memprioritaskan alokasi belanja untuk mendanai isu 

strategis jangka menengah yang memegang peran penting 

dalam pencapaian prioritas nasional seperti pembangunan 

infrastruktur konektivitas, pemenuhan alutsista TNI, 

ketahanan pangan dan energi;  

7) Peningkatan sinergi dan kapasitas stakeholders 

penganggaran 

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka 

pelaksanaan anggaran yang berkualitas adalah:  

1) Pengelolaan kas yang efektif untuk mencapai jumlah 

likuiditas kas yang ideal untuk membayar belanja pemerintah 

melalui neraca tunggal perbendaharaan (treasury single 

account) secara penuh, pengelolaan rekening Bendahara 

dan perkiraan kas (cash forecasting) yang handal, serta 

manajemen surplus kas yang mampu memberi kontribusi 

optimal bagi penerimaan negara melalui pembentukan 

treasury dealing rooms;  

2) Modernisasi kontrol dan monitoring pelaksanaan anggaran 

dengan sistem informasi yang terintegrasi sehingga 

memenuhi kaidah-kaidah international best practices;  

3) Mengintegrasikan informasi keuangan K/L secara nasional, 

online dan real time melalui implementasi Aplikasi SPAN dan 

SAKTI dengan akuntasi berbasis akrual (quick wins);  

4) Pengimplementasian monitoring dan evaluasi atas 

penyerapan dana dan pengukuran-pengukuran terkait 

efektifitas penyerapan dana tersebut terhadap output dan 

outcome yang dihasilkan dan dikaitkan dengan peningkatan 

kinerja melalui mekanisme spending review;  

5) Penguatan fungsi manajemen kas melalui perencanaan kas 

yang fully integrated sehingga mampu untuk melakukan 

deposit collections timely dan properly time disbursement 
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yang dapat meminimalkan cash mismatch dan mampu 

menyediakan anggaran untuk membiayai kegiatan 

pemerintah;  

6) Peningkatan akurasi pertanggungjawaban keuangan 

pemerintah dengan penerapan accrual accounting secara 

penuh serta meningkatkan kualitas pertanggungjawaban 

pelaksanaan anggaran negara sesuai dengan tata kelola 

keuangan yang baik dan akurat. 

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka 

mewujudkan hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil 

dan transparan adalah: 

1) Percepatan pelaksanaan pengalihan anggaran pusat ke 

daerah untuk fungsi-fungsi yang telah menjadi wewenang 

daerah, mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi 

dan tugas pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) 

dan mempengaruhi pola belanja daerah untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik;  

2) Mengembangkan pendapatan daerah yang efektif dan 

efisien;  

3) Mengembangkan sistem transfer yang meminimumkan 

ketimpangan horizontal dan vertikal serta memperbaiki 

kualitas pelayanan;  

4) Mengharmonisasikan belanja pusat dan daerah agar belanja 

daerah menjadi efektif dan efisien;  

5) Memperluas akses daerah terhadap sumber pembiayaan 

pinjaman dan diminati oleh daerah untuk mendukung 

percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan 

penyediaan pelayanan publik;  

6) Menyusun pemeringkatan daerah sebagai bentuk penilaian 

kinerja keuangan daerah yang terintegrasi dengan 

mekanisme pemberian insentif;  

7) Meningkatkan efektifitas monitoring dan evaluasi dana 

transfer yang bersifat spesifik;  
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8) Meningkatkan kualitas belanja daerah dan mengembangkan 

keleluasaan belanja daerah yang bertanggung jawab untuk 

meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik dasar;  

 

3. Arah dan Kebijakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia 

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia Tahun 2016-2020, dapat dijabarkan Arah dan 

Kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah  yakni sebagai berikut : 

1. Meningkatkan Manfaat Hasil Pemeriksaan dalam Rangka 

Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai 

Tujuan Negara, melalui strategi:  

Strategi 1.1. Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Para 

Pemangku Kepentingan 

Strategi ini difokuskan pada penyempurnaan 

proses komunikasi BPK, sebagai suatu organisasi, 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan 

harapan para pemangku kepentingannya.  

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 15 Tahun 

2006, bentuk pemenuhan kebutuhan dan harapan 

dari para pemangku kepentingan dapat berupa 

pemberian pendapat, penghitungan kerugian 

negara, pertimbangan terhadap standar akuntansi 

pemerintah, pemberian pertimbangan atas 

penyelesaian kerugian negara/daerah, serta 

pemberian keterangan ahli. Agar komunikasi yang 

dibangun lebih efektif, proses yang dilakukan 

harus dua arah yaitu  

(1)  komunikasi harus dapat meningkatkan 

pemahaman dan pengetahuan pemangku 

kepentingan atas tugas dan wewenang BPK 

sebagai lembaga pemeriksa;  
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(2)  komunikasi harus dapat menjawab kebutuhan 

dan harapan para pemangku kepentingan 

melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan 

BPK.  

Oleh karena itu, efektivitas komunikasi dengan 

para pemangku kepentingan yang paham dengan 

tugas dan peran BPK ditunjukkan dari 

kemampuan BPK dalam mengelola kebutuhan 

dan harapan pemangku kepentingannya. Selain 

itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan 

kewenangan yang sudah diberikan, BPK akan 

meningkatkan kualitas dari proses pemberian 

Pendapat BPK sebagai wujud relevansi 

pemeriksaan dengan isu-isu yang berkembang 

dalam masyarakat yang merefleksikan harapan 

dan kebutuhan pemangku kepentingan. 

 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis 

Olehnya itu, dalam penyusunan dan penetapan tujuan, sasaran 

serta program dan kegiatan, perlu memperhatikan dan 

mempertimbangkan informasi terkait arah kebijakan dari 3 lembaga 

pemerintah tersebut diatas dalam bidang pengelolaan keuangan 

daerah. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, pada Badan 

pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan masih 

membutuhkan Gedung khusus. 

 

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis  

Dari telaahan isu-isu strategis terkait tupoksi BPKD serta 

telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang 

dipaparkan diatas, maka ada beberapa hal yang menjadi isu strategis 

bagi BPKD Provinsi Sulawesi Selatan kedepannya yakni : 

1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Dokumen Perencanaan, 
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Percepatan Penyerapan Anggaran serta Koordinasi secara 

berkala atas Hasil Evaluasi dan Pelaporan Kinerja BPKD Provinsi 

Sulawesi Selatan, baik dengan unit kerja lingkup BPKD maupun 

dengan Perangkat Daerah yang terkait; 

2. Optimalisasi dan Modernisasi pelayanan lingkup BPKD Provinsi 

Sulawesi Selatan, melalui peremajaan sarana prasarana 

perkantoran, Peningkatan fasilitas pendukung layanan 

perkantoran, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 

yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan; 

3. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah 

yang terintegrasi dengan system perencanaan dan system 

pengelolaan barang milik daerah (E-Planing, E-Budgeting dan E-

RKBMD/SIMDA); 

4. Pengelolaan Belanja hibah daerah, bantuan social, bantuan bagi 

hasil Kabupaten/Kota dan bantuan Keuangan yang lebih baik 

dengan mengupayakan penerapan system dan prosedur yang 

sederhana, cepat dan akuntabel; 

5. Pengelolaan kas daerah yang cepat dan akuntabel, khususnya 

dalam penerapan Transaksi non Tunai (TNT) yang menjadi aturan 

baru dari Pemerintah saat ini; 

6. Peningkatan Koordinasi dan tindak lanjut atas rekomendasi Hasil 

Temuan Pemeriksaan dari BPK RI dan APIP, termasuk 

didalamnya penyelesaian atas temuan kerugian daerah dalam 

rangka meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Selatan secara umum dan BPKD Prov. SulSel secara khusus; 

7. Koordinasi yang intensif serta pembinaan pengelolaan keuangan  

daerah secara terus menerus kepada 24 Kabupaten/Kota baik 

dengan pihak eksekutif (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota) 

maupun pihak Legislatif (DPRD Kabupaten/Kota). 
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1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Yang tertib, Taat Aturan, 

Transparan dan Akuntabel 

2. Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat 

Daerah  

 

BAB  IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat 

Daerah 

Pada dasarnya tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah 

keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada 

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, 

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, 

kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Ide dasar tersebut tentunya 

ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang 

memiliki lima pilar utama yaitu Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif 

dan berkarakter. 

Untuk mewujudkan misi Kepala Daerah dijelaskan dengan tujuan 

yaitu berisi pernyataan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan Visi 

kepala Daerah yang bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan 

akan tetapi komitmen untuk mewujudkan dan melaksanakan Misi 

Kepala Daerah selama lima tahun yang akan datang dengan 

didasarkan pada isu-isu analisis strategis disertai indikator kinerja 

tujuan yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang akan 

dicapai selama lima tahun dan secara bertahap pencapaiannya.  

Adapun Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kurun waktu 2018 - 2023 dalam 

merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah adalah  
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Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari tujuan yang 

diformulasikan spesifik, mudah dicapai, rasional memperhatikan isu 

strategis daerah,  disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu 

ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan dicapai 

selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya 

setiap tahun.  

Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kurun waktu 2018 - 2023 

adalah  

 

 

  

 

SASARAN I

Meningkatnya Pengelolaan 
Keuangan Daerah

INDIKATOR SASARAN I 

1. Penetapan APBD Tepat Waktu

2. Akurasi Perencanaan APBD 
Sesuai Target

3. Capaian Pelaksanaan Belanja 
Daerah

4. Penyampaian Ranperda 
Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Tepat Waktu

5. Jumlah Kabupaten/Kota Yang 
Mendapatkan Opini WTP

6. Survei Kepuasan 
Masyarakat/ASN Atas Layanan 
Yang Diberikan

SASARAN II

Meningkatnya Akuntabilitas 
Kinerja, Perencanaan dan 

Pengelolaan Keuangan Perangkat 
Daerah

INDIKATOR SASARAN II

7. % ASN Nilai SKP Kategori Baik

8. Rata-rata Capaian Kinerja 
Perangkat Daerah (Evaluasi 
Dokumen Perencanaan)

9. Nilai SAKIP OPD



RENCANA STRATEGIS BPKD SULSEL 

TAHUN 2018-2023 

 

 
 73 

 
 

 

Berikut ini matriks yang menggambarkan tujuan, sasaran serta 

indikator kinerja yang ingin dicapai selama 5 tahun periode Renstra 

Tahun 2018-2023 : 
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TABEL 4.1 

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 
PERIODE TAHUN 2018 – 2023 

 

NO TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

TUJUAN/SASARAN 
RUMUS 

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Meningkatkan 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
Yang Tertib, Taat 
Aturan, 
Transparan dan 
Akuntabel 

Meningkatnya 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 1. Penetapan APBD 

Tepat Waktu 

Capaian Waktu 
Penetapan APBD 
Provinsi Sulawesi 
Selatan Tepat Waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

2. Akurasi 
Perencanaan APBD 
Sesuai Target 

(Jumlah % Anggaran 
Belanja Dalam APBD : 
Jumlah % Target Belanja 
Dalam Renstra) x 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 
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3. Capaian 
Pelaksanaan Belanja 
Daerah 

(Jumlah Realisasi 
Belanja Daerah : Jumlah 
Anggaran Belanja 
Daerah) x 100% 

95% 95% 96% 96% 97% 

4. Penyampaian 
Ranperda 
Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD 
Tepat Waktu 

Capaian Penyampaian 
Ranperda 
Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD 
Tepat Waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

5. Jumlah 
Kabupaten/Kota 
Yang Mendapatkan 
Opini WTP 

(Jumlah Kabupaten/Kota 
Yang Mendapat Opini 
WTP dari BPK RI : 
Jumlah Kabupaten/Kota 
Se Sulawesi Selatan) x 
100% 

21 
Kabupaten/

Kota 

21 
Kabupaten/

Kota 

22 
Kabupate

n/Kota 

22 
Kabupate

n/Kota 

23 
Kabupate

n/Kota 

6. Survei Kepuasan 
Masyarakat/ASN 
Atas Layanan Yang 
Diberikan 

Hasil Survei Kepuasan 
Masyarakat/ASN 
Terhadap Pelayanan 
BPKD 

100% 100% 100% 100% 100% 
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2 Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Perangkat Daerah 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja, 
Perencanaan dan 
Pengelolaan 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

7. % ASN Nilai SKP 
Kategori Baik 

(Jumlah ASN Dengan 
Nilai SKP Kategori 
Baik/Jumlah ASN BPKD) 
x 100% 

96% 97% 98% 99% 100% 

8. Rata-rata Capaian 
Kinerja Perangkat 
Daerah (Evaluasi 
Dokumen 
Perencanaan) 

Persentase Capaian 
Kinerja BPKD  

100% 100% 100% 100% 100% 

9. Nilai SAKIP OPD 
Persentase Capaian Nilai 
SAKIP BPKD  

61% 71% 71% 81% 81% 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

 

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan  

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

telah mempersiapkan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh 

pada periode 2018 -2023 sebagaimana tersebut di bawah ini : 

1. Mendorong Terwujudnya Perencanaan Anggaran Keuangan Daerah 

Yang Berkualitas 

2. Mendorong Terwujudnya Layanan Perbendaharaan Keuangan 

Daerah Yang Optimal 

3. Mendorong Terwujudnya Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Keuangan Daerah Yang Baik  

4. Mendorong Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Baik 

di 24 Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan  

5. Mendorong Terlaksananya Optimalisasi Dukungan Teknis dan 

Layanan Administrasi Umum Perkantoran 

6. Melakukan Upaya Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 

Perangkat Daerah 

Sedangkan arah kebijakan yang akan dikeluarkan untuk 

melaksanakan strategi diatas adalah sebagai berikut : 

1. Optimalisasi Capaian Target Perencanaan Anggaran Keuangan 

Daerah  

2. Percepatan Peningkatan Layanan Perbendaharaan Keuangan 

Daerah  

3. Optimalisasi Capaian Target Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Keuangan Daerah  

4. Meningkatkan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah di 24 

Kabupaten/Kota Melalui Evaluasi, Monitoring dan Bimbingan Yang 

Berkelanjutan  

5. Mengoptimalkan Layanan Administrasi Perkantoran  
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6. Mengoptimalkan Ketersediaan dan Pemanfaatan Sarana dan 

Prasarana Perkantoran  

7. Meningkatkan Capaian Target Perencanaan dan Penganggaran 

Perangkat Daerah Melalui Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang 

Optimal  

8. Meningkatkan Disiplin dan Kapasitas SDM Aparatur  

 

Secara lebih rinci, kaitan antara strategi dan kebijakan dengan 

pencapaian tujuan dan sasaran BPKD dan juga kaitannya dengan 

pencapaian visi dan misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Sulawesi Selatan Periode 2018-2023, dapat dilihat dari matriks berikut 

ini : 
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TABEL 5.1 

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
TAHUN 2018 - 2023 

VISI       : Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter 

MISI      : (1) Mewujudkan Pemerintahan Yang Berorientasi Melayani dan Inovatif  

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

1 2 3 4 

  

Meningkatkan Pengelolaan 
Keuangan Daerah Yang 
Tertib, Taat Aturan, 
Transparan dan Akuntabel 

Meningkatnya Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

1. Mendorong Terwujudnya 
Perencanaan Anggaran 
Keuangan Daerah Yang 
Berkualitas 

1. Optimalisasi Capaian Target 
Perencanaan Anggaran Keuangan 
Daerah  
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2. Mendorong Terwujudnya 
Layanan Perbendaharaan 
Keuangan Daerah Yang Optimal 

2. Percepatan Peningkatan Layanan 
Perbendaharaan Keuangan Daerah 

3. Mendorong Terwujudnya 
Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan 
Daerah Yang Baik  

3. Optimalisasi Capaian Target 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Daerah 

4. Mendorong Terwujudnya 
Pengelolaan Keuangan Daerah 
Yang Baik di 24 Kabupaten/Kota 
Se Sulawesi Selatan  

4. Meningkatkan Pembinaan 
Pengelolaan Keuangan Daerah di 24 
Kabupaten/Kota Melalui Evaluasi, 
Monitoring dan Bimbingan Yang 
Berkelanjutan  

5. Mendorong Terlaksananya 
Optimalisasi Dukungan Teknis 
dan Layanan Administrasi Umum 
Perkantoran 

5. Mengoptimalkan Layanan 
Administrasi Perkantoran  

6. Mengoptimalkan Ketersediaan dan 
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana 
Perkantoran 
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6. Melakukan Upaya Percepatan 
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 
Perangkat Daerah 

7. Meningkatkan Capaian Target 
Perencanaan dan Penganggaran 
Perangkat Daerah Melalui Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah Yang 
Optimal 

8. Meningkatkan Disiplin dan 
Kapasitas SDM Aparatur 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, 

SERTA PENDANAAN 

 

 

Dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran BPKD Prov. SulSel 

dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, dengan strategi dan kebijakan yang 

akan diambil nantinya, maka BPKD Prov. SulSel telah merumuskan program, 

kegiatan serta target indikator dan pendanaan yang akan dilaksanakan, 

dengan berpedoman pada pencapaian visi dan misi RPJMD Provinsi 

Sulawesi Selatan 2018 – 2023. Adapun 8 Program dan 51 Kegiatan 

tersebut seperti yang terlampir di tabel 6.1 berikut ini : 
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TABEL 6.1 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

PROVINSI SULAWESI SELATAN  

TAHUN 2018-2023 

Tujuan Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
(Outcome) 

dan 
Kegiatan 
(Output) 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaa
n 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

PD 
Penanggun

g Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
Kondisi Kinerja pada 
Akhir Periode Renstra 

PD 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

Meningkatn
ya 

Akuntabilita
s Perangkat 
Daerah 

Meningkatn
ya 

Akuntabilita
s Kinerja, 
Perencanaa

n & 
Pengelolaan 
Keuangan 

Perangkat 
Daerah 

Nilai SAKIP OPD 
0.0

0 

0

0 

5

0 
  

PROGRAM 
PELAYANAN 

ADMINISTRASI 
PERKANTORAN 

% Pemenuhan 

administrasi 
perkantoran  

100% 100 % 
8,704,212,04

4.70 
100 % 

8,215,253,10

4.92 
100 % 

8,430,779,60

0.97 
100 % 

8,605,906,68

4.90 
100 % 

8,907,397,24

9.02 
100 % 

42,863,548,68

4.51 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan 
Daerah 

      
0.0
0 

0
0 

5
0 

00
1 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah biaya 

tagihan telepon, air 
dan listrik 

12 Bulan 12 Bulan 
80,000,000.0

0 
12 Bulan 

82,400,000.0
0 

12 Bulan 
85,204,000.0

0 
12 Bulan 

92,259,652.0
0 

12 Bulan 
115,000,000.

00 
60 Bulan 

454,863,652.0
0 

Badan 

Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

      
0.0
0 

0
0 

5
0 

00
2 

Penyediaan Jasa 
Perizinan Kendaraan 
Dinas/Operasional 

Jumlah pajak 

kendaraan 
dinas/operasional 
Roda 4 yang 

terbayarkan 

12 Unit 11 Unit 
23,500,000.0

0 
11 Unit 

25,617,500.0
0 

11 Unit 
27,853,675.0

0 
11 Unit 

29,163,772.7
8 

11 Unit 
29,985,341.0

5 
55 Unit 

136,120,288.8
3 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 



RENCANA STRATEGIS BPKD SULSEL 

TAHUN 2018-2023 

 

 
 84 

 
 

 

Jumlah pajak 

kendaraan 
dinas/operasional 
Roda 2 yang 
terbayarkan 

49 Unit 34 Unit 34 Unit 34 Unit 34 Unit 34 Unit 170 Unit 

      
0.0
0 

0
0 

5
0 

00
3 

Penyediaan Jasa 
Tenaga Non PNS 

Jumlah Jasa 
Tenaga Non PNS 

61 Orang 68 Orang 
2,430,000,00

0.00 
69 Orang 

2,525,400,00
0.00 

70 Orang 
2,730,000,00

0.00 
71 Orang 

2,939,400,00
0.00 

72 Orang 
3,153,600,00

0.00 
341 Orang 

13,778,400,00
0.00 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

      
0.0
0 

0
0 

5
0 

00
5 

Penyediaan Alat Tulis 
Kantor, Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah ATK yang 
tersedia 

63 Jenis ATK 63 Jenis ATK 
2,059,866,34

8.00 
63 Jenis ATK 

1,571,415,67
9.74 

63 Jenis ATK 
1,574,629,83

6.54 
63 Jenis ATK 

1,580,110,02
4.41 

63 Jenis ATK 
1,581,110,02

4.41 
315 Jenis 

ATK 
8,367,131,913

.10 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

      
0.0

0 

0

0 

5

0 

00

6 

Penyediaan Komponen 
Instalasi 

Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah komponen 
instalasi 
listrik/penerangan 

bangunan kantor 
yang tersedia 

64 Unit 40 Unit 
30,700,000.0

0 
40 Unit 

40,853,500.0

0 
40 Unit 

55,000,000.0

0 
40 Unit 

56,567,141.4

6 
40 Unit 

62,640,424.2

6 
200 Unit 

245,761,065.7

2 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

      
0.0

0 

0

0 

5

0 

00

8 

Penyediaan Makanan 

dan Minuman 

Jumlah biaya 
jamuan makan dan 

minum yang 
tersedia 

4 Jenis 4 Jenis 
2,997,842,62

4.70 
4 Jenis 

2,515,331,83

7.82 
4 Jenis 

2,515,485,15

6.20 
4 Jenis 

2,520,895,45

1.94 
4 Jenis 

2,521,895,45

1.94 
20 Jenis 

13,071,450,52

2.60 

Badan 

Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

      
0.0
0 

0
0 

5
0 

00
9 

Pelaksanaan dan 
Keikutsertaan Pameran 

Jumlah 

Keikutsertaan dalam 
Pameran 

1 Pameran 0 Pameran 0.00 1 Pameran 
150,000,000.

00 
1 Pameran 

161,500,000.
00 

1 Pameran 
173,469,500.

00 
1 Pameran 

178,687,463.
00 

4 Pameran 
663,656,963.0

0 

Badan 

Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

      
0.0
0 

0
0 

5
0 

01
0 

Rapat-rapat Koordinasi 
dan Konsultasi Dalam dan 
Luar Daerah 

Jumlah perjalanan 
dinas 

18 Kali 24 Kali 
1,082,303,07

2.00 
24 Kali 

1,304,234,58
7.36 

24 Kali 
1,281,106,93

3.23 
24 Kali 

1,214,041,14
2.31 

24 Kali 
1,264,478,54

4.36 
120 Kali 

6,146,164,279
.26 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 
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Meningkatn

ya 
Akuntabilita
s Perangkat 
Daerah 

Meningkatn

ya 
Akuntabilita
s Kinerja, 

Perencanaa
n & 
Pengelolaan 

Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

Nilai SAKIP OPD 
0.0
0 

0
0 

5
1 

  

PROGRAM 

PENINGKATAN 
SARANA DAN 
PRASARANA 
APARATUR 

% Pemenuhan 
sarana prasarana 
perkantoran  

100% 100 % 
2,095,553,42

0.00 
100 % 

2,281,733,55
0.00 

100 % 
2,464,906,88

8.24 
100 % 

2,682,896,71
0.83 

100 % 
2,937,583,30

7.93 
100 % 

12,462,673,87
7.00 

Badan 

Pengelolaan 
Keuangan 

Daerah 

      
0.0
0 

0
0 

5
1 

00
2 

Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Rumah 
Jabatan / Rumah Dinas 

Jumlah Unit 
rumah 
jabatan/rumah dinas 
yang dipelihara 

Belum Ada 1 Unit 
150,000,000.

00 
1 Unit 

100,000,000.
00 

1 Unit 
100,000,000.

00 
1 Unit 

100,000,000.
00 

1 Unit 
150,000,000.

00 
5 Unit 

600,000,000.0
0 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

      
0.0
0 

0
0 

5
1 

00
4 

Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Gedung 
Kantor / Asrama 

Jumlah Unit 
gedung 
kantor/asrama yang 

dipelihara 

1 Unit 1 Unit 
350,000,000.

00 
1 Unit 

400,000,000.
00 

1 Unit 
450,000,000.

00 
1 Unit 

459,885,977.
50 

1 Unit 
522,122,100.

74 
5 Unit 

2,182,008,078
.24 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

      
0.0

0 

0

0 

5

1 

00

6 

Pemeliharaan 
Rutin/Berkala dan 
Penggantian Suku 

Cadang Kendaraan 
Jabatan/Dinas 

Jumlah 
kendaraan 

jabatan/dinas yang 
dipelihara 

61 Unit 45 Unit 
830,000,000.

00 
45 Unit 

884,150,000.

00 
45 Unit 

942,491,500.

00 
45 Unit 

1,013,443,88

9.50 
45 Unit 

1,082,460,98

1.74 
225 Unit 

4,752,546,371

.24 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

      
0.0

0 

0

0 

5

1 

00

7 

Pengadaan 
Perlengkapan dan 

Peralatan Rumah 
Jabatan/Dinas 

Jumlah 
perlengkapan dan 

peralatan rumah 
jabatan/dinas yang 
tersedia 

Belum Ada 7 Unit 
79,100,000.0

0 
7 Unit 

80,000,000.0

0 
0 Unit 0.00 7 Unit 

100,000,000.

00 
0 Unit 0.00 21 Unit 

259,100,000.0

0 

Badan 

Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

      
0.0
0 

0
0 

5
1 

00
8 

Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 

Perlengkapan dan 
Peralatan Rumah 
Jabatan/Dinas 

Jumlah 
perlengkapan dan 

peralatan rumah 
jabatan/dinas yang 
dipelihara 

Belum Ada 0 Unit 0.00 5 Unit 
20,000,000.0

0 
5 Unit 

30,000,000.0
0 

5 Unit 
40,000,000.0

0 
5 Unit 

50,579,164.2
0 

20 Unit 
140,579,164.2

0 

Badan 

Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
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0.0
0 

0
0 

5
1 

00
9 

Pengadaan 
Perlengkapan dan 
Peralatan Kantor 

Jumlah 

perlengkapan dan 
peralatan gedung 
kantor yang tersedia 

475 Unit 23 Unit 
351,026,000.

00 
50 Unit 

452,156,130.
00 

60 Unit 
513,427,691.

30 
60 Unit 

533,910,251.
29 

70 Unit 
622,421,061.

25 
263 Unit 

2,472,941,133
.84 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

      
0.0
0 

0
0 

5
1 

01
0 

Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Perlengkapan dan 
Peralatan Kantor 

Jumlah 

perlengkapan dan 
peralatan gedung 
kantor yang 

dipelihara 

173 Unit 70 Unit 
290,427,420.

00 
70 Unit 

265,427,420.
00 

80 Unit 
328,987,696.

94 
80 Unit 

335,656,592.
54 

90 Unit 
400,000,000.

00 
390 Unit 

1,620,499,129
.48 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

      
0.0
0 

0
0 

5
1 

01
2 

Pemeliharaan dan 
Pengembangan Sistem 

Informasi/Aplikasi/Website 

Jumlah Sistem 
Informasi/Aplikasi 
yang dipelihara dan 

dikembangkan 

2 Sistem 
Informasi/Aplikasi 

2 Sistem 
Informasi/Aplik

asi 

45,000,000.0
0 

2 Sistem 
Informasi/Aplik

asi 

80,000,000.0
0 

2 Sistem 
Informasi/Aplik

asi 

100,000,000.
00 

2 Sistem 
Informasi/Aplik

asi 

100,000,000.
00 

2 Sistem 
Informasi/Aplik

asi 

110,000,000.
00 

10 Sistem 
Informasi/Aplik

asi 

435,000,000.0
0 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Jumlah 
Berita/Informasi 

yang diposting di 
Website 

10 

Berita/Informasi 

48 

Berita/Informasi 

48 

Berita/Informasi 

48 

Berita/Informasi 

48 

Berita/Informasi 

48 

Berita/Informasi 

240 

Berita/Informasi 

Meningkatn
ya 

Akuntabilita
s Perangkat 
Daerah 

Meningkatn
ya 

Akuntabilita
s Kinerja, 
Perencanaa

n & 
Pengelolaan 
Keuangan 

Perangkat 
Daerah 

Rata-rata Capaian 
Kinerja Perangkat 

Daerah (Evaluasi 
Dokumen 
Perencanaan) 

0.0

0 

0

0 

5

2 
  

PROGRAM 
PENINGKATAN 

PERENCANAAN, 
PENGANGGARAN DAN 
EVALUASI KINERJA 

% Keterpenuhan 
dokumen 
perencanaan, 

penganggaran dan 
pelaporan kinerja 
tepat waktu  

100% 100 % 
1,502,157,10

4.30 
100 % 

1,663,667,88

9.82 
100 % 

1,830,034,25

6.22 
100 % 

1,853,937,37

8.11 
100 % 

2,016,236,06

1.41 
100 % 

8,866,032,689

.86 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan 
Daerah 

      
0.0
0 

0
0 

5
2 

00
1 

Pelaksanaan Forum 
Perangkat Daerah 

Jumlah Peserta 

yang mengikuti 
Forum Perangkat 
Daerah 

Belum 
Dilaksanakan 

100 Orang 
51,435,000.0

0 
100 Orang 

51,692,175.0
0 

100 Orang 
57,209,096.7

5 
100 Orang 

52,887,815.0
1 

100 Orang 
54,686,000.7

2 
500 Orang 

267,910,087.4
8 

Badan 

Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
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0.0
0 

0
0 

5
2 

00
2 

Penyusunan dan 

Evaluasi Dokumen 
Perencanaan dan 
Penganggaran Perangkat 

Daerah 

Jumlah Dokumen 

RKA dan DPA baik 
Pokok dan 
Perubahan yang 
tersusun 

4 Dokumen 4 Dokumen 

700,000,000.
00 

4 Dokumen 

793,000,000.
00 

4 Dokumen 

859,030,000.
00 

4 Dokumen 

866,947,390.
00 

4 Dokumen 

937,923,601.
26 

20 Dokumen 

4,156,900,991
.26 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Jumlah Dokumen 

Renja dan 
Perubahan Renja 
yang disusun dan 

ditetapkan 

6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 30 Dokumen 

Jumlah Dokumen 
Renstra PD yang 
disusun dan 

ditetapkan 

3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 

Jumlah Dokumen 
Evaluasi PD yang 

tersusun dan 
dilaporkan 

39 Dokumen 39 Dokumen 39 Dokumen 39 Dokumen 39 Dokumen 39 Dokumen 
195 

Dokumen 

      
0.0

0 

0

0 

5

2 

00

4 

Pengumpulan dan 

Publikasi Data dan 
Informasi OPD 

Jumlah Laporan 

Data dan Informasi 
yang dikumpulkan 

12 Laporan 1 

Buku Profil 
13 Laporan 

31,250,000.0

0 

13 Laporan 

36,406,250.0

0 

13 Laporan 

50,000,000.0

0 

13 Laporan 

52,132,676.5

6 

13 Laporan 

75,000,000.0

0 

65 Laporan 

244,788,926.5

6 

Badan 

Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Jumlah Data dan 

Informasi yang 
terpublikasi 

5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 25 Jenis 
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0.0
0 

0
0 

5
2 

00
5 

Penyusunan dan 
Pengelolaan Administrasi 
Keuangan 

Jumlah Laporan 
Administrasi 
Keuangan 

3070 Laporan 
3000 

Laporan 
596,082,104.

30 
3000 

Laporan 
628,662,514.

82 
3000 

Laporan 
698,849,139.

97 
3000 

Laporan 
705,659,178.

79 
3000 

Laporan 
748,701,590.

87 
15000 

Laporan 
3,377,954,528

.75 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

      
0.0
0 

0
0 

5
2 

00
6 

Penyusunan Pelaporan 
Keuangan Semesteran 
dan Akhir Tahun 

Jumlah laporan 

keuangan 
semesteran dan 
akhir tahun yang 

disusun 

77 Laporan 77 Laporan 
123,390,000.

00 
77 Laporan 

153,906,950.
00 

77 Laporan 
164,946,019.

50 
77 Laporan 

176,310,317.
75 

77 Laporan 
199,924,868.

56 
385 Laporan 

818,478,155.8
1 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Meningkatn
ya 
Akuntabilita
s Perangkat 

Daerah 

Meningkatn
ya 
Akuntabilita

s Kinerja, 
Perencanaa
n & 

Pengelolaan 
Keuangan 
Perangkat 

Daerah 

% ASN Nilai SKP 
Kategori Baik 

0.0
0 

0
0 

5
3 

  

PROGRAM 
PENINGKATAN 
DISIPLIN DAN 
KAPASITAS SUMBER 

DAYA APARATUR 

% ASN 
berkinerja sangat 
baik  

100% 100 % 
432,855,000.

00 
100 % 

884,161,912.
10 

100 % 
1,126,101,51

5.25 
100 % 

1,133,994,07
3.29 

100 % 
1,300,286,87

1.77 
100 % 

4,877,399,372
.41 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah 

      
0.0

0 

0

0 

5

3 

00

1 

Penyusunan dan 
Pengelolaan Administrasi 

Kepegawaian 

Jumlah Aparat 
OPD yang kelola 

administrasi 
kepegawaiannya 

104 Orang 110 Orang 

196,355,000.

00 

115 Orang 

317,714,412.

10 

120 Orang 

328,301,040.

25 

125 Orang 

350,488,892.

11 

130 Orang 

405,605,514.

44 

600 Orang 

1,598,464,858

.90 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Jumlah laporan 
administrasi 

kepegawaian yang 
disusun 

92 Laporan 90 Laporan 90 Laporan 90 Laporan 90 Laporan 90 Laporan 450 Laporan 

      
0.0
0 

0
0 

5
3 

00
2 

Pengadaan Pakaian 

Dinas dan Pakaian 
KORPRI Beserta 
Perlengkapannya 

Jumlah Pakaian 
Dinas dan Pakaian 

KORPRI Beserta 
Perlengkapannya 
yang tersedia 

309 Pasang 110 Pasang 
77,000,000.0

0 
258 Pasang 

221,500,000.
00 

388 Pasang 
312,500,000.

00 
403 Pasang 

323,000,000.
00 

418 Pasang 
415,500,000.

00 
1577 Pasang 

1,349,500,000
.00 

Badan 

Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
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0.0
0 

0
0 

5
3 

00
3 

Pengadaan Pakaian 

Dinas Lapangan dan 
Pakaian Khusus Hari-hari 
tertentu 

Jumlah Pakaian 

Dinas Lapangan 
dan Pakaian Khusus 
Hari-hari tertentu 
yang tersedia 

273 Pasang 0 Pasang 0.00 183 Pasang 
124,650,000.

00 
209 Pasang 

253,400,000.
00 

319 Pasang 
226,500,000.

00 
330 Pasang 

234,600,000.
00 

1041 Pasang 
839,150,000.0

0 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

      
0.0
0 

0
0 

5
3 

00
8 

Sosialisasi Peraturan 
Perundang-undangan 

Jumlah peserta 
sosialisasi peraturan 
perundang-
undangan 

Belum 
Dilaksanakan 

110 Orang 
159,500,000.

00 
115 Orang 

220,297,500.
00 

120 Orang 
231,900,475.

00 
125 Orang 

234,005,181.
18 

130 Orang 
244,581,357.

33 
600 Orang 

1,090,284,513
.51 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Meningkatk
an 

Pengelolaan 
Keuangan 
Daerah 

Yang Tertib, 
Taat Aturan, 
Transparan 

dan 
Akuntabel 

Meningkatn
ya 
Pengelolaan 

Keuangan 
Daerah 

Akurasi 
Perencanaan 
APBD Sesuai 

Target 

3.0

0 

0

2 

0

1 
  

PROGRAM 
PERENCANAAN DAN 

PENGANGGARAN 
KEUANGAN DAERAH 

Rasio belanja 
daerah terhadap 
pendapatan daerah 

1.03 1 

3,152,000,00

0.00 

1 

3,667,260,00

0.00 

1 

3,797,932,60

0.00 

1 

4,028,205,72

3.80 

1 

4,344,904,71

8.41 

1 

18,990,303,04

2.21 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan 
Daerah 

Akurasi 
Perencanaan 

APBD Sesuai 
Target 

Perbandingan 
antara belanja 
langsung dan 

belanja tidak 
langsung 

0.42 0.43 0.43 0.54 0.54 0.67 0.67 

Akurasi 
Perencanaan 

APBD Sesuai 
Target 

% Belanja Modal 

terhadap total 
APBD 

11.33% 12 % 12 % 13 % 13 % 14 % 14 % 

Akurasi 

Perencanaan 
APBD Sesuai 
Target 

% Belanja 

Pendidikan 
terhadap total 
APBD 

35.78% 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 
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Akurasi 

Perencanaan 
APBD Sesuai 
Target 

% Belanja 

Kesehatan 
terhadap total 
APBD 

10% 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

Akurasi 
Perencanaan 
APBD Sesuai 
Target 

% Belanja Tidak 
Langsung 
terhadap Total 
APBD 

70.35% 70 % 70 % 65 % 65 % 60 % 60 % 

Akurasi 
Perencanaan 
APBD Sesuai 

Target 

% Belanja bagi 
hasil 
Kabupaten/Kota 
dan Desa terhadap 

Total APBD 

14.08% 15 % 16 % 17 % 18 % 19 % 19 % 

Akurasi 
Perencanaan 

APBD Sesuai 
Target 

% Belanja 
Langsung 

terhadap Total 
APBD 

29.65% 30 % 30 % 35 % 35 % 40 % 40 % 

Akurasi 
Perencanaan 

APBD Sesuai 
Target 

% 
Program/Kegiatan 

yang tidak 
terlaksana 

0% 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Akurasi 

Perencanaan 
APBD Sesuai 
Target 

% SILPA 1.78% 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 

Penetapan APBD 
Tepat Waktu 

Capaian 

Perangkat Daerah 
yang 
menyampaikan 
RKA tepat waktu 

100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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3.0
0 

0
2 

0
1 

00
1 

Penyusunan APBD 
Provinsi Sulawesi Selatan 

Jumlah Buku 
APBD Provinsi 

Sulawesi Selatan 
Pokok, Perubahan 
dan Parsial Yang 

Disusun 

2 Buku Nota 

Keuangan Pokok 
dan Perubahan 2 
Buku Ranperda 

APBD Pokok dan 
Perubahan 2 Buku 
Perda APBD 

Pokok dan 
Perubahan 3 Buku 
APBD Parsial 

9 Buku 
1,300,000,00

0.00 
9 Buku 

1,496,250,00
0.00 

9 Buku 
1,548,812,50

0.00 
9 Buku 

1,585,307,06
2.50 

9 Buku 
1,619,007,50

2.63 
45 Buku 

7,549,377,065
.13 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

      
3.0
0 

0
2 

0
1 

00
2 

Sosialisasi Peraturan 

Perundang-undangan 
Terkait Perencanaan dan 
Penganggaran Keuangan 

Daerah 

Jumlah ASN Laki-
Laki Yang Diundang 
Mengikuti 

Sosialisasi 
Peraturan 
Perundang-
undangan Terkait 

Perencanaan dan 
Penganggaran 
Keuangan Daerah 

250 Orang ASN 
Laki-Laki 

210 Orang 
157,000,000.

00 
210 Orang 

207,785,000.
00 

210 Orang 
219,362,850.

00 
210 Orang 

231,434,567.
05 

210 Orang 
265,923,342.

33 
1050 Orang 

1,081,505,759
.38 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 
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Jumlah ASN 

Perempuan Yang 
Diundang Mengikuti 
Sosialisasi 

Peraturan 
Perundang-
undangan Terkait 

Perencanaan dan 
Penganggaran 
Keuangan Daerah 

150 Orang ASN 
Perempuan 

140 Orang 140 Orang 140 Orang 140 Orang 140 Orang 700 Orang 

      
3.0
0 

0
2 

0
1 

00
3 

Pengembangan dan 
Pemeliharaan Sistem 
Informasi Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Jumlah Sistem 
Informasi 

Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
Yang 

Dikembangkan dan 
Dipelihara 

1 Sistem 
Informasi 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

1 Sistem 
Informasi 

500,000,000.
00 

1 Sistem 
Informasi 

552,500,000.
00 

1 Sistem 
Informasi 

577,525,000.
00 

1 Sistem 
Informasi 

594,122,825.
00 

1 Sistem 
Informasi 

638,603,001.
05 

5 Sistem 
Informasi 

2,862,750,826
.05 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

      
3.0
0 

0
2 

0
1 

00
4 

Penyusunan Regulasi 
Keuangan Daerah 

Jumlah Regulasi 
Keuangan Daerah 
Yang Disusun 

10 Perda / 
Pergub 

8 
Perda/Pergub 

575,000,000.
00 

5 
Perda/Pergub 

687,625,000.
00 

5 
Perda/Pergub 

692,901,250.
00 

6 
Perda/Pergub 

734,828,966.
25 

6 
Perda/Pergub 

778,183,151.
10 

30 
Perda/Pergub 

3,468,538,367
.35 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

      
3.0
0 

0
2 

0
1 

00
5 

Perencanaan dan 

Penganggaran Bunga, 
Subsidi, Hibah, Bantuan 
Sosial, Bantuan 
Keuangan, Bagi Hasil 

Pajak, Belanja Tidak 
Terduga dan Pengeluaran 
Pembiayaan Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan dan 
Penganggaran Yang 

Dibuat 

2 RKA SKPKD 
Pokok dan 
Perubahan 2 DPA 

SKPKD Pokok dan 
Perubahan 

4 Dokumen 
125,000,000.

00 
4 Dokumen 

160,625,000.
00 

4 Dokumen 
171,881,250.

00 
4 Dokumen 

213,530,706.
25 

4 Dokumen 
257,900,750.

26 
20 Dokumen 

928,937,706.5
1 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 
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3.0
0 

0
2 

0
1 

00
6 

Monitoring dan Evaluasi 
Hibah dan Bantuan Sosial 

Jumlah Laporan 

Hasil Monitoring dan 
Evaluasi Hibah dan 
Bantuan Sosial 
Yang Dibuat 

4 Laporan Hasil 

Monitoring dan 
Evaluasi Hibah 
dan Bantuan 
Sosial 

4 Laporan 
205,000,000.

00 
4 Laporan 

241,025,000.
00 

4 Laporan 
253,085,250.

00 
4 Laporan 

280,790,358.
25 

4 Laporan 
332,957,230.

43 
20 Laporan 

1,312,857,838
.68 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

      
3.0
0 

0
2 

0
1 

00
7 

Sinkronisasi Dokumen 
Perencanaan dan 
Penganggaran Keuangan 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Hasil Sinkronisasi 

Perencanaan dan 
Penganggaran 
APBD Provinsi 

Sulawesi Selatan 
Yang Dibuat 

2 Dokumen 
Hasil Sinkronisasi 

Perencanaan dan 
Penganggaran 
APBD Provinsi 
Sulawesi Selatan 

Pokok dan 
Perubahan 

2 Dokumen 
40,000,000.0

0 
2 Dokumen 

65,200,000.0
0 

2 Dokumen 
75,602,000.0

0 
2 Dokumen 

101,129,826.
00 

2 Dokumen 
124,528,240.

08 
10 Dokumen 

406,460,066.0
8 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

      
3.0
0 

0
2 

0
1 

00
8 

Penyusunan Profil 
APBD Provinsi Sulawesi 
Selatan 

Jumlah Buku 
Profil APBD Provinsi 
Sulawesi Selatan 

Yang Dibuat 

Belum Ada 1 Buku 
250,000,000.

00 
1 Buku 

256,250,000.
00 

1 Buku 
258,762,500.

00 
1 Buku 

287,061,412.
50 

1 Buku 
327,801,500.

53 
5 Buku 

1,379,875,413
.03 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Meningkatk
an 

Pengelolaan 
Keuangan 
Daerah 

Yang Tertib, 
Taat Aturan, 
Transparan 
dan 

Akuntabel 

Meningkatn
ya 
Pengelolaan 

Keuangan 
Daerah 

Capaian 
Pelaksanaan 

Belanja Daerah 

3.0

0 

0

2 

0

2 
  

PROGRAM 
PENATAUSAHAAN DAN 

PERBENDAHARAAN 
KEUANGAN DAERAH 

% Realisasi 
Pengeluaran Kas 
Daerah Terhadap 

Realisasi 
Penerimaan Kas 
Daerah 

98,20% 98 % 
2,283,500,00

0.00 
98 % 

2,794,417,50

0.00 
98 % 

2,916,361,67

5.00 
98 % 

3,135,174,37

6.78 
98 % 

3,336,510,30

5.59 
98 % 

14,465,963,85

7.37 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan 
Daerah 
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Capaian 
Pelaksanaan 
Belanja Daerah 

Rata-Rata Waktu 
Penerbitan 

Dokumen 
Administrasi 
Pengeluaran Kas 

Daerah 

2 Hari 2 Hari 2 Hari 2 Hari 2 Hari 2 Hari 2 Hari 

      
3.0
0 

0
2 

0
2 

00
1 

Pengelolaan Surat 
Penyediaan Dana 

Jumlah Surat 
Penyediaan Dana 
(SPD) Yang 
Diterbitkan 

721 SPD 721 SPD 
110,000,000.

00 
721 SPD 

185,550,000.
00 

721 SPD 
211,655,500.

00 
721 SPD 

248,107,021.
50 

721 SPD 
258,952,660.

23 
3605 SPD 

1,014,265,181
.73 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

      
3.0
0 

0
2 

0
2 

00
2 

Pengelolaan Surat 
Perintah Pencairan Dana 

Jumlah Surat 
Perintah Pencairan 
Dana (SP2D) Yang 

Diterbitkan 

14715 SP2D 15460 SP2D 
480,000,000.

00 
15560 SP2D 

557,400,000.
00 

15660 SP2D 
567,224,000.

00 
15760 SP2D 

603,557,912.
00 

15860 SP2D 
612,338,881.

01 
78300 SP2D 

2,820,520,793
.01 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

      
3.0

0 

0

2 

0

2 

00

3 

Koordinasi dan 
Pembinaan Bendahara 
Pengeluaran Perangkat 

Daerah Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan 

Jumlah 

Bendahara Yang 
Dibina Terkait 
Aturan 

Penatausahaan 
SP2D 
(Pajak,Taspen,BPJ
S Kesehatan) 

66 Orang 62 Orang 
344,000,000.

00 
62 Orang 

545,720,000.

00 
62 Orang 

554,177,200.

00 
62 Orang 

583,716,503.

60 
62 Orang 

631,742,864.

72 
310 Orang 

2,659,356,568

.32 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 
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3.0
0 

0
2 

0
2 

00
4 

Pengelolaan 

Administrasi Penggajian 
ASN Provinsi Sulawesi 
Selatan 

Jumlah ASN Yang 
Dilayani Dalam 
Rangka Penerbitan 

SKPP dan Laporan 
Rekap 
Gaji/Susulan/Terusa

n/, Rekap 
JKK/JKM/ASKES 

994 Orang ASN 1114 Orang 
270,000,000.

00 
1114 Orang 

306,100,000.
00 

1114 Orang 
328,311,000.

00 
1114 Orang 

366,214,043.
00 

1114 Orang 
411,905,320.

46 
5570 Orang 

1,682,530,363
.46 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

      
3.0
0 

0
2 

0
2 

00
5 

Pelaksanaan 
Administrasi Kuasa 
Bendahara Umum Daerah 
(BUD) 

Jumlah Laporan 
Kuasa BUD Yang 
Dibuat 

48 Laporan 48 Laporan 
583,500,000.

00 
48 Laporan 

631,167,500.
00 

48 Laporan 
656,529,175.

00 
48 Laporan 

678,569,054.
28 

48 Laporan 
697,220,402.

12 
240 Laporan 

3,246,986,131
.40 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

      
3.0
0 

0
2 

0
2 

00
6 

Koordinasi dan 
Penatausahaan Pinjaman 
dan Dana Transfer 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan 
Pinjaman dan Dana 
Transfer Yang 

Dibuat 

8 Laporan 8 Laporan 
350,000,000.

00 
8 Laporan 

386,750,000.
00 

8 Laporan 
395,267,500.

00 
8 Laporan 

439,885,977.
50 

8 Laporan 
479,122,100.

74 
40 Laporan 

2,051,025,578
.24 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

      
3.0
0 

0
2 

0
2 

00
7 

Sosialisasi Peraturan 
Perundang-Undangan 
Terkait Penatausahaan 

dan Perbendaharaan 
Keuangan Daerah 

Jumlah ASN Laki-
Laki Yang Diundang 

Mengikuti 
Sosialisasi 
Peraturan 
Perundang-

undangan Terkait 
Penatausahaan dan 
Perbendaharaan 

Keuangan Daerah 

144 Orang ASN 
Laki-Laki 

232 Orang 
146,000,000.

00 
232 Orang 

181,730,000.
00 

232 Orang 
203,197,300.

00 
232 Orang 

215,123,864.
90 

232 Orang 
245,228,076.

31 
1160 Orang 

991,279,241.2
1 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 
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Jumlah ASN 

Perempuan Yang 
Diundang Mengikuti 
Sosialisasi 

Peraturan 
Perundang-
undangan Terkait 

Penatausahaan dan 
Perbendaharaan 
Keuangan Daerah 

144 Orang ASN 
Perempuan 

232 Orang 232 Orang 232 Orang 232 Orang 232 Orang 1160 Orang 

Meningkatk
an 
Pengelolaan 

Keuangan 
Daerah 
Yang Tertib, 

Taat Aturan, 
Transparan 
dan 

Akuntabel 

Meningkatn

ya 
Pengelolaan 
Keuangan 

Daerah 

Penyampaian 

Ranperda 
Pertanggungjawab
an Pelaksanaan 

APBD Tepat Waktu 

3.0
0 

0
2 

0
3 

  

PROGRAM 

PELAPORAN DAN 
PERTANGGUNGJAWAB
AN KEUANGAN 

DAERAH 

% Tindak lanjut 
temuan kerugian 
daerah yang 
diselesaikan 

100% 100 % 

2,654,310,28
4.00 

100 % 

3,167,081,83
5.42 

100 % 

3,292,752,65
3.77 

100 % 

3,506,458,43
8.27 

100 % 

3,715,758,02
5.18 

100 % 

16,336,361,23
6.64 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah 

Penyampaian 
Ranperda 
Pertanggungjawab
an Pelaksanaan 

APBD Tepat Waktu 

% Penyampaian 
Laporan Keuangan 
Ke BPK RI Tepat 

Waktu 

100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

      
3.0

0 

0

2 

0

3 

00

1 

Pengelolaan 
Penyusunan 
Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD 
Provinsi Sulawesi Selatan 

Jumlah Laporan 
Pertanggungjawaba
n Pelaksanaan 

APBD Provinsi 
Sulawesi Selatan 
Yang Disusun 

9 Laporan 9 Laporan 
1,567,480,00

0.00 
9 Laporan 

1,850,067,40

0.00 
9 Laporan 

1,865,318,07

4.00 
9 Laporan 

2,030,342,20

8.96 
9 Laporan 

2,120,393,84

4.07 
45 Laporan 

9,433,601,527

.03 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 
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Jumlah Laporan 

Realisasi Keuangan 
Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan 
Yang Disusun 

75 Laporan 75 Laporan 75 Laporan 75 Laporan 75 Laporan 75 Laporan 375 Laporan 

      
3.0
0 

0
2 

0
3 

00
2 

Pengelolaan Verifikasi 
Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Keuangan 
Daerah 

Jumlah Laporan 
Hasil Verifikasi SPJ 
OPD Yang Dikelola 

1560 Laporan 
1560 

Laporan 
521,416,000.

00 
1560 

Laporan 
698,773,080.

00 
1560 

Laporan 
778,510,810.

80 
1560 

Laporan 
854,731,451.

34 
1560 

Laporan 
944,212,320.

69 
7800 

Laporan 
3,797,643,662

.83 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

      
3.0
0 

0
2 

0
3 

00
3 

Sosialisasi Peraturan 
Perundang-undangan 
Terkait Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan 

Daerah 

Jumlah ASN Laki-
Laki Yang Diundang 
Mengikuti 

Sosialisasi 
Peraturan 
Perundang-

undangan Terkait 
Akuntansi dan 
Pelaporan 

Keuangan Daerah 

703 Orang ASN 
Laki-Laki 

390 Orang 
125,000,000.

00 
390 Orang 

150,625,000.
00 

390 Orang 
176,881,250.

00 
390 Orang 

143,530,706.
25 

390 Orang 
157,900,750.

26 
1950 Orang 

753,937,706.5
1 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 
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Jumlah ASN 

Perempuan Yang 
Diundang Mengikuti 
Sosialisasi 

Peraturan 
Perundang-
undangan Terkait 

Akuntansi dan 
Pelaporan 
Keuangan Daerah 

500 Orang ASN 
Perempuan 

260 Orang 260 Orang 260 Orang 260 Orang 260 Orang 1300 Orang 

      
3.0
0 

0
2 

0
3 

00
4 

Pengelolaan Tindak 
Lanjut Dan Penyelesaian 
Kerugian Daerah 

Jumlah Tindak 
Lanjut Rekomendasi 
Pemeriksaan 

238 
Rekomendasi 

192 
Rekomendasi 

440,414,284.
00 

192 
Rekomendasi 

467,616,355.
42 

192 
Rekomendasi 

472,042,518.
97 

192 
Rekomendasi 

477,854,071.
72 

192 
Rekomendasi 

493,251,110.
16 

960 
Rekomendasi 

2,351,178,340
.27 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Jumlah Kasus 
TGR Yang Diproses 

10 Kasus 15 Kasus 15 Kasus 15 Kasus 15 Kasus 15 Kasus 75 Kasus 

Meningkatk
an 

Pengelolaan 
Keuangan 
Daerah 

Yang Tertib, 
Taat Aturan, 
Transparan 
dan 

Akuntabel 

Meningkatn
ya 
Pengelolaan 

Keuangan 
Daerah 

Jumlah 
Kabupaten/Kota 

Yang Mendapatkan 
Opini WTP 

3.0

0 

0

2 

0

4 
  

PROGRAM 
PEMBINAAN DAN 
FASILITAS 

PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

% Ranperda 
APBD 
Kabupaten/Kota 

Yang Dievaluasi 
Tepat Waktu 

100% 100 % 
1,848,500,00

0.00 
100 % 

2,357,242,50

0.00 
100 % 

2,474,814,92

5.00 
100 % 

2,677,887,51

9.04 
100 % 

2,859,685,55

5.68 
100 % 

12,218,130,49

9.72 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan 
Daerah 

      
3.0

0 

0

2 

0

4 

00

1 

Evaluasi APBD dan 
Pemantauan Pelaksanaan 

Hasil Evaluasi APBD 
Kabupaten/Kota 

Jumlah SK 
Gubernur Terkait 

Evaluasi APBD 
Kabupaten/Kota 
Yang Diterbitkan 

24 SK Gubernur 
24 SK 

Gubernur 

802,900,000.

00 

24 SK 

Gubernur 

996,664,500.

00 

24 SK 

Gubernur 

1,024,231,14

5.00 

24 SK 

Gubernur 

1,102,166,14

9.89 

24 SK 

Gubernur 

1,166,487,79

8.98 

120 SK 

Gubernur 

5,092,449,593

.87 

Badan 

Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
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Jumlah SK 
Gubernur Terkait 

Evaluasi Perubahan 
APBD 
Kabupaten/Kota 

Yang Diterbitkan 

24 SK Gubernur 
24 SK 

Gubernur 
24 SK 

Gubernur 
24 SK 

Gubernur 
24 SK 

Gubernur 
24 SK 

Gubernur 
120 SK 

Gubernur 

Jumlah SK 
Gubernur Terkait 

Evaluasi 
Pertanggungjawaba
n Pelaksanaan 
APBD 

Kabupaten/Kota 
Yang Diterbitkan 

24 SK Gubernur 
24 SK 

Gubernur 
24 SK 

Gubernur 
24 SK 

Gubernur 
24 SK 

Gubernur 
24 SK 

Gubernur 
120 SK 

Gubernur 

      
3.0
0 

0
2 

0
4 

00
2 

Pembinaan dan 
Evaluasi Pengelolaan 
Keuangan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah 
Kabupaten/Kota 
Yang Dibina Dalam 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

24 
Kabupaten/Kota 

24 
Kabupaten/Kot

a 

554,000,000.
00 

24 
Kabupaten/Kot

a 

581,520,000.
00 

24 
Kabupaten/Kot

a 

606,585,200.
00 

24 
Kabupaten/Kot

a 

660,235,807.
60 

24 
Kabupaten/Kot

a 

690,855,825.
06 

120 
Kabupaten/Kot

a 

3,093,196,832
.66 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Jumlah 
Kabupaten/Kota 
Yang Dievaluasi 

Dalam Pelaksanaan 
APBD 

24 
Kabupaten/Kota 

24 
Kabupaten/Kot

a 

24 
Kabupaten/Kot

a 

24 
Kabupaten/Kot

a 

24 
Kabupaten/Kot

a 

24 
Kabupaten/Kot

a 

120 
Kabupaten/Kot

a 

      
3.0

0 

0

2 

0

4 

00

3 

Pengelolaan Validasi 
Administrasi Bagi Hasil, 
Bantuan Program 

Provinsi, Bantuan 
Keuangan 
Kabupaten/Kota dan 
Bantuan Desa 

Jumlah Validasi 
Administrasi/Dokum

en Penerima Bagi 
Hasil Untuk 
Kabupaten/Kota 

24 

Kabupaten/Kota 

24 

Kabupaten/Kot
a 

1,000,000.00 

24 

Kabupaten/Kot
a 

16,005,000.0

0 

24 

Kabupaten/Kot
a 

26,015,050.0

0 

24 

Kabupaten/Kot
a 

26,028,245.6

5 

24 

Kabupaten/Kot
a 

31,063,206.0

0 

120 

Kabupaten/Kot
a 

100,111,501.6

5 

Badan 

Pengelolaan 
Keuangan Daerah 



RENCANA STRATEGIS BPKD SULSEL 

TAHUN 2018-2023 

 

 
 100 

 
 

 

Jumlah Validasi 
Administrasi/Dokum

en Penerima 
Bantuan Program 
Provinsi Untuk 

Kabupaten/Kota 

24 
Kabupaten/Kota 

24 
Kabupaten/Kot

a 

24 
Kabupaten/Kot

a 

24 
Kabupaten/Kot

a 

24 
Kabupaten/Kot

a 

24 
Kabupaten/Kot

a 

120 
Kabupaten/Kot

a 

Jumlah Validasi 
Administrasi/Dokum

en Penerima 
Bantuan Keuangan 
Untuk 

Kabupaten/Kota dan 
Bantuan Desa 

24 
Kabupaten/Kota 

24 
Kabupaten/Kot

a 

24 
Kabupaten/Kot

a 

24 
Kabupaten/Kot

a 

24 
Kabupaten/Kot

a 

24 
Kabupaten/Kot

a 

120 
Kabupaten/Kot

a 

      
3.0
0 

0
2 

0
4 

00
4 

Rekonsiliasi dan 
Monitoring Data 

Realisasi/Laporan 
Pertanggungjawaban Bagi 
Hasil, Bantuan Program 
Provinsi, Bantuan 

Keuangan 
Kabupaten/Kota dan 
Bantuan Desa 

Jumlah 
Pelaksanaan 
Rekonsiliasi Data 

Realisasi Bagi Hasil, 
Bantuan Program 
Provinsi, Bantuan 

Keuangan 
Kabupaten/Kota dan 
Pemerintah Lainnya 

dan Bantuan Desa 

24 
Kabupaten/Kota 

24 
Kabupaten/Kot

a 

170,500,000.
00 

24 
Kabupaten/Kot

a 

311,352,500.
00 

24 
Kabupaten/Kot

a 

333,066,025.
00 

24 
Kabupaten/Kot

a 

350,315,883.
33 

24 
Kabupaten/Kot

a 

353,276,623.
36 

120 
Kabupaten/Kot

a 

1,518,511,031
.69 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 
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Jumlah 

Pelaksanaan 
Monitoring Data 
Realisasi dan 

Laporan 
Pertanggungjawaba
n Bantuan Program 
Provinsi, Bantuan 

Keuangan 
Kabupaten/Kota dan 
Bantuan Desa 

24 
Kabupaten/Kota 

24 
Kabupaten/Kot

a 

24 
Kabupaten/Kot

a 

24 
Kabupaten/Kot

a 

24 
Kabupaten/Kot

a 

24 
Kabupaten/Kot

a 

120 
Kabupaten/Kot

a 

      
3.0
0 

0
2 

0
4 

00
5 

Penyusunan Profil 
Keuangan 
Kabupaten/Kota Se 
Sulawesi Selatan 

Jumlah Buku 

Profil Keuangan 
Kabupaten/Kota Se 
Sulawesi Selatan 

Yang Disusun 

1 Buku Profil 

Keuangan 
Kabupaten/Kota 
Se Sulawesi 

Selatan 

1 Buku 
106,000,000.

00 
1 Buku 

166,530,000.
00 

1 Buku 
177,595,300.

00 
1 Buku 

208,994,038.
90 

1 Buku 
267,699,836.

22 
5 Buku 

926,819,175.1
2 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

      
3.0
0 

0
2 

0
4 

00
6 

Pengembangan Aplikasi 
dan Pemeliharaan Sistem 
Pengolahan Data 
Keuangan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Aplikasi 

Sistem Pengolahan 
Data Keuangan 
Kabupaten/Kota 
Yang 

Dikembangkan dan 
Dipelihara 

Belum 
Terlaksana 

1 Aplikasi 
50,000,000.0

0 
1 Aplikasi 

60,250,000.0
0 

1 Aplikasi 
60,752,500.0

0 
1 Aplikasi 

61,412,282.5
0 

1 Aplikasi 
62,830,161.1

2 
5 Aplikasi 

295,244,943.6
2 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 
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3.0
0 

0
2 

0
4 

00
7 

Sosialisasi Peraturan 

Perundang-Undangan 
Terkait Evaluasi APBD 
Kabupaten/Kota 

Jumlah ASN Laki-
Laki 
Kabupaten/Kota 

Yang Diundang 
Mengikuti 
Sosialisasi Terkait 

Evaluasi APBD 
Kabupaten/Kota 

320 Orang ASN 
laki-Laki 

128 Orang 

164,100,000.
00 

128 Orang 

224,920,500.
00 

128 Orang 

246,569,705.
00 

128 Orang 

268,735,111.
17 

128 Orang 

287,472,104.
94 

640 Orang 

1,191,797,421
.11 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Jumlah ASN 
Perempuan 

Kabupaten/Kota 
Yang Diundang 
Mengikuti 
Sosialisasi Terkait 

Evaluasi APBD 
Kabupaten/Kota 

106 Orang ASN 
Perempuan 

72 Orang 72 Orang 72 Orang 72 Orang 72 Orang 360 Orang 

Grandtotal 22,673,087,853.00 25,030,818,292.26 26,333,684,114.45 27,624,460,905.02 29,418,362,094.99 131,080,413,259.72   
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

 

Secara umum, BPKD Prov. SulSel selaku pengelola keuangan daerah berkewajiban 

menyukseskan dan mendukung keseluruhan pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran 

jangka menengah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Namun secara khusus, BPKD 

Prov. SulSel secara internal berfokus pada pencapaian Misi Ke 1 RPJMD Provinsi Sulawesi 

Selatan Yakni “Pemerintahan Yang Berorientasi Melayani, Inovatif dan Berkarakter” 

dengan tujuan yang ingin dicapai yakni : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang 

Melayani Secara Efisien dan Efektif dan sasarannya yakni  Terwujudnya Birokrasi 

Pemerintahan Yang Melayani Secara Efisien dan Efektif dengan program prioritas serta 

target capaian sebagai berikut : 

 

1. Program Pengelolaan Pemerintahan Yang Bebas dari KKN, dengan indicator kerja : 

Laporan Keuangan Daerah WTP. 

2. Program Pengelolaan Anggaran Yang Transparan, dengan indikator kerja : Publikasi 

APBD untuk Masyarakat umum.  

 

Berikut adalah tabel yang menggambarkan indicator kinerja dari BPKD Prov. SulSel 

yang selaras dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Selatan untuk periode tahun 2018 – 2023 : 

NO INDIKATOR 

TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Penetapan APBD Tepat 

Waktu 
100% 100% 100% 100% 100% 

2 
Akurasi Perencanaan 

APBD Sesuai Target 
100% 100% 100% 100% 100% 
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NO INDIKATOR 

TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN 

2019 2020 2021 2022 2023 

3 
Capaian Pelaksanaan 

Belanja Daerah 
95% 95% 95% 95% 95% 

4 

Penyampaian Ranperda 

Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Tepat 

Waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

5 
Jumlah Kabupaten/Kota 

Yang Mendapatkan Opini 

WTP 

21 

Kab/Kota 

21 

Kab/Kota 

22 

Kab/Kota 

22 

Kab/Kota 

23 

Kab/Kota 

6 

Survei Kepuasan 

Masyarakat/ASN Atas 

Layanan Yang Diberikan 

100% 100% 100% 100% 100% 

Dari  indikator tersebut diatas, maka hingga tahun 2023, BPKD Prov. SulSel harus 

berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan capaian yang didapat yakni Opini 

WTP dari BPK RI Atas Laporan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Publikasi APBD 

untuk Masyarakat Umum dalam Pengelolaan Anggaran yang Transparan, tentunya dengan 

mengakselerasi pencapaian indikator kinerja  utama BPKD Prov. SulSel. 
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 BAB VIII  

PENUTUP 

 

 

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2018-2023 

disusun dalam rangka untuk lebih menajamkan visi dan misi untuk mencapai tujuan, sasaran 

serta indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akan dilaksanakan dengan 

mengacu kepada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023. 

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2018 - 2023 ini diharapkan 

mampu menentukan arah dan kebijakan dalam mengemban sebagian tugas pemerintahan di 

Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk selanjutnya Renstra Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah Tahun 2018 - 2023 sebagai acuan dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam 

Rencana Kerja Tahunan pada tiap-tiap bagian/unit kerja di lingkungan Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

Tidak tertutup kemungkinan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 

2018 - 2023 dikemudian hari mengalami penyempurnaan seiring dengan perkembangan 

dinamis yang ada dalam Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
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